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ABSTRAK

Wahyu. Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Parawisata Pantai
Dato Di Kabupaten Majene (dibimbingoleh Ruskin Azikin dan Nasrulhaq)

Partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan parawisata pantai dato di
Kabupaten Majenemasi sangat terbatas baik dari segi akomodasi, tempat
tinggal,jasa boga dan restoran, transportasi dan jasa angkutan, antraksi wisata,
cenderamata (souvenir). Untuk sekarang di kawasan wisata pantai Dato Majene
masi kurang tempat penginapan bagi para wisatawan yang ingin bermalam di
pantai Dato, untuk mendukung kawasan suatu wisata diperlukan fasilitas-fasilitas
pendukung sebagai penunjang kawasan wisata tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Kabupaten Majene serta
pendekatan-pendekatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato
Kabupaten Majene.

Tipe penelitian ini yang digunakan adalah deskriktif kualitatif yaitu
penulis bermaksud mendeskripsikan Partisipasi komunitas lokal dalam
pengelolaan parawisata pantai dato di Kabupaten Majene dengan memilih orang
tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang Partisipasi komunitas lokal
dalam pengelolaan parawisata pantai dato di Kabupaten Majene.Adapun jumlah
informan dalam penelitian ini adalah 8 orang, sumber data terdiridari data primer
dan data sekunder yang diperolehmelaluiwawancara, sedangkan data
sekunderdaridokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporanmaupunarsip-
arsipresmi yang dapatdidukungdengankelengkapan data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi komunitas lokal dapat
dikatakan berjalan sesuai dengan aturan tetapi belum optimal. Hal ini dibuktikan
dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yang dimana dari segi partisipasi
harta benda belum ada dari masyarakat secara umum maupun masyarakat lokal
sekitaran pantai Dato tetapi dari partisipasi lain sudah berjalan namun belum
optimal secara umum serta karena masi minimnya kesadaran yang dimiliki, tata
kelola pengelolaan parawisata belum sepenuhnya di pahami oleh masyarakat
secara umum serta masi terdapat masyarakat lokal yang mengabaikan regulasi
yang suda ditetap oleh Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Parawisata tentang
penyamaan retribusi pantai Dato.

Kata Kunci :Partisipasi Komunitas Lokal, Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Majene adalah salahsatu daerah provinsi Sulawesi Barat yang
mempunyaibanyakobjekwisataantara lainwisataAlam, wisataSejarah,
wisataBudaya, Wisataminatkhususobjekwisata dan yang
sangatterkenalyaituwisataalam  pantai  Dato ~ Majene.  Pantai  Dato
Majeneiniadalahsalahsatuwisatabahari yang jarangtersentuholehwisatawan, Pantai
Dato  Majenesendiriberjarakkuranglebin 7 km  daripusatkota  Majene.
Untukmenujulokasipantai Dato
Majenedapatditempuhdenganmenggunakankendaraandaratpribadiataucarteran,kira

15 menitdarikota Majene.

Pariwisatamerupakansektor yang
komplekskarenapariwisatabersifatmultidemensi, baikfisik, politik,
socialbudayadanekonomi.kegiatanpariwisatasebagaikegiatanmatarantai yang
melibatkanberbagaisektordanlembagaterkait. Seperti yang ada di
Indonesiapariwisatasalahsatusektor yang
diandalkan,haliniterbuktipariwisatatelahmemberikankontribusi yang

sangatbesarsebagaipenyumbangdevisaterbesarsetelahminyakdan gas bumi.
Olehkarenanyadiperlukansebuahpengelolaan yang
baikdalammeningkatkandayatarikbagiparawisatawan yang

berkunjungkesuatudaerah.



Berdasarkanhasilsurvey tahun 2016 yang dilakukan

Kemenparterkaitprogresperkembanganpariwisata Majene dalam
(mandarnews.com). Kementrianpariwisatamenunjuk Kabupaten
Majenesebagaikawasanpengembanganpariwisatanasional. Kabupaten

MajenesebagaikawasanpengembanganpariwisatanasionaldiaturdalamPeraturanPe
merintah nawacita (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentangrencanainduk
pengembangan kepariwisataan nasional (Ripparnas) tahun 2011-2025. Kemenpar
menetapkan 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) dan Majene
berada pada urutan 171. Majene masuk dalam wilayah Destinasi Pariwisata
Nasional (DPN) Toraja-Lorelindu dan sekitarnya. Selanjutnya pemerintah
provinsi visi misi Sulawesi Barat maju malagbi: program prioritas melalui OVOP
(One Village One Product) yakni “Pembangunan kampung 3 bahasa di kelurahan
baurung kecamatan banggae timur”. Pemerintah kabupaten melalui program
prioritas revolusi pariwisata. “ Pembangunan 5 objek wisata dan daya tarik wisata
unggulan “pantai Dato, pantai Barane, Puskesmas labuang, Pulo baluno/Hutan
mangrove dan Air panas makula limboro .

Pantai Dato
Majeneinimempunyaicirrikhasdankeindahantersendiridimanakeindahanpantai

Dato Majeneiniterbagi 2 bagianyaitupantai yang berpasirputihhalusdanpantai yang

beralaskankarang.Selainitu di pantaiiniterdapatkarang yang
menjorokkelautataukarang yang
berlubangkarnahantaranombakmenambahkeunikandankeindahanpantai Dato

Majene. Di ataskarang yang



menjorokkelautsaatindahduduksantaimenikmatihembusananginlaut,
tempatmemancingataumenikmatiliukanikankecilberwarna-warnimelalui air laut
yang jernidariatasbatukarang.

Pantai Dato
Majeneinimemilikikeunikandankeistimewaantersendiriberbedadenganpantai-
pantai diwilayahpulau Sulawesi.Selainmemiliki panorama alampantaitropis yang
sangatindah. Pantaiinijugatergolongmasialamidanterjagadengan baik, OlehKarena
itu, pantai Dato Majeneinimenjadisalahsatulokasiberwisatakeluarga yang banyak
di kunjungiolehparawisatawanterutamapadasaatakhir pekan danharilibur.

Bagiwisatawan  yang  menginginkanuntuktinggalbeberapaharilagi  di
dekatkawasanwisataini, terdapattempatmenginap di hotel yang
tidakjauhdarikawasanwisatapantai Dato
Majeneini.Sehinggadenganadanyakekayaanbudayainiparawisatawantidakhanyame
nikmatipemandangan yang indah di pantai Dato

Majenetetapidapatjugamenikmatiwisatabudaya.

MenurutJoyosuharto (2000)
bahwapengembanganpariwisatamemilikitigafungsi, yaitu : 1)
menggalakkanekonomi, 2)

memeliharakepribadianbangsadankelestarianfungsidanmutulingkunganhidup, 3)
memupuk rasa cintatanah air danbangsa.
Untukmenjalangkanketigafungsitersebutmaka di
perlukanpengembanganobjekwisatadandayatarikwisata,

meningkatkandanmengembangkanpromosidanpemasaran,



sertameningkatanpendidikandanpelatinankepariwisataan.Harusdiakuikawasanwisa

tainikurangtereksplorkeindahanwisatapantai Dato Majeneselainitu, hal yang

menyebabkankurangberkembangnyawisatapantai Dato
Majeneiniadalahsangatterbatasfasilitas yang disediakan di
tempatwisatainisehinggatidakdapatmemenuhiapa yang

diinginkanparapengunjung.

Sementaraitu yang terjadi di pantai Dato
Majenesangatterbatasbaikdarisegiakomodasi,tempattinggal,jasabogadanrestoran,tr
ansportasidanjasaangkutan,antraksiwisata,cenderamata (souvenir). Untuksekarang
di kawasanwisatapantai Dato
Majenemasikurangtempatpenginapanbagiparawisatawan yang inginbermalam di
pantai Dato, untukmendukungkawasan suatuwisatadiperlukanfasilitas-
fasilitaspendukungsebagaipenunjangkawasanwisatatersebut.

Selain itu banyaknyapotensi yang adasepertiterumbukarang,pasirpantai yang
putihdanhalus, batu-batu yang berukuranbesar,karang-

karangbesardanperkampungannelayantidakdilengkapisaranapendukunguntukmeni

kmatifasilitas yang ada. Sudahseharusnyapemerintah Kabupaten
Majenememperhatikanpotensibesar yang dimilikikawasanpantai
Datodanmenjadikantempatinisebagaitempat yang
menarik.Untukmembuatkawasanpantai Datosebagaikawasan yang

menarikmakadiperklukanrencanauntukmerevitalisasikawasanTeluk Tamiangini,
Rencanarevitalisasitersebutadalahmenyediakandanmembangununsur-

unsurpendukungdalamsebuahpariwisata.Hal pertama yang



harusdilakukanadalahmerevitalisasipantai Dato
denganmembuatsebuahkonsepwisata  yang menarikdanmelengkapifasilitas-
fasilitas  yang  dibutuhkanolehparawisatawansertagiatmembuat  film-film
documenter mengenaikeindahandanpotensi yang dimilikipantai Dato Majene.

Untukmengatasimasalahakomodasitempattinggalakan di bangunpenginapan-
penginapanbagiwisatawan yang inginbermalam. Pembangunan
penginapaninimenjadipotensibesardandapatmenambahpendapatandaerahsertamen
ambahpeluangkerjabagimasyarakatdisekitarpantai
Datosehinggadenganadanyapenginapan yang bagusparawisatawanbetahberwisata
di pantai Dato Majene.Selamainiparawisatawan yang
datinghanyaterdapatpenginapan  yang sederhanadanbelumdilengkapifasilitas-
fasilitas yang memanjakanwisatawan.

Adapun partisipasi masyarakat di pantai Dato Majene kurang intensif itu
dikarenakan kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada di pantai Dato Majene. Disisi
lain banyaknya pengelolaan-pengelolaan yang tidak terstruktur. baik itu
pemerintah, masyarakat, serta komunitas lokal yang ada di pantai Dato Majene.
Untuk itu dengan adanya pengelolaan-pengelolaan yang tersruktur pariwisata
pantai Dato Majene dapat memberikan kontribusi dalam kesejahteraan masyarkat
terkhususnya masyarakat Majene.

Dengan demikian pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene harus mampu
memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat secara umum dan
terkhususnya masyarakat majene. Melihat apa yang terjadi dalam pengelolaan

pariwisata pantai Dato Majene masi kurang baik, untuk itu baiknya ada kaloborasi



masyarakat, komunitas lokal serta pemerintah daerah dalam pengelolaan
pariwisata pantai Dato Majene. Disisi lain pantai Dato Majene termasuk pantai
yang sering dikunjungi oleh masyarakat secara umum dengan melihat keindahan
pantai Dato Majene. Untuk itu dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene
akan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat masyarakat, komunitas
lokal serta pemerintah daerah Kabupaten Majene.
Masyarakat di pantai Dato Majene sangat antusias dalam pengembangan
pariwisata pantai Dato Majene. dikarekan dengan adanya pengambangan pantai
Dato masyarakat di sekitar pantai itu akan memberikan dampak yang positif
dalam pengembangan pariwisata, Seperti masyarakat yang tadinya pengangguran
tetapi dengan adanya pengembangan serta, pengelolaan pantai Dato ini dapat
memberikan kesejahteraan dalam proses pengelolaan pariwisata. Adapun
peraturan/regulasi pembangunan pariwisata Kabupaten Majene.
1. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pajak Hotel.

2. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2010
Tentang Pajak Restoran.

3. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Pajak Hiburan.

4. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun

Tentang TDUP.



5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010
Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Berdasarkanpenjelasandarilatarbelakang di atas,
penelititertarikuntukmenelititentang
“PartisipasiKomunitasLokalDalamPengelo laanPariwisataPantaiDato KabupatenM
ajene”.
B. RumusanMasalah
Bertolakdarilatarbelakangtersebut,makapenelitimerumuskanpermasalahanseb
agaiberikut.
1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai
Dato di Kabupaten Majene ?
2. Bagaimana pendekatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato
di Kabupaten Majene ?
C. TujuanPenelitian
Sesuaidenganlatarbelakangdanrumusanmasalah di atas,
makatujuanpenelitianiniadalah.
1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata
pantai Dato di Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui pendekatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai
Dato di Kabupaten Majene.

D. KegunaanPenelitian



Hasilpenelitianinidiharapakandapatmemberikanmanfaatataukegunaanbaikteor
itismaupunpraktissebagaiberikut:
1. KegunaanTeoritis
a. Diharapkanpenelitianinidapatmemberikankontribusiilmiah,pengetahuanda
npengalamandalammengkajidanmengembangkandayatarikwisatakhususny
a di kawasanPantaiDato Kabupaten Majene.
b. Dapat menambah literatur bahan kajian penelitian dalam pengembangan
sebuah daya tarik wisata kepada peneliti-peneliti selanjutnya.
2. KegunaanPraktis
a. SebagaimasukankepadaPemerintanDaerah
KabupatenMajenedalamPengelolaanPariwisataPantaiDato di Kabupaten
Majene.
b. Diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam
merumuskan Strategi Kebijakan yang tepat, khususnya dalam pengelolaan

Pariwisata Pantai Dato di Kabupaten Majene.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi
1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation” yang
dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan ikut serta atau
ambil bagian dalam sebuah kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan
partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat.Partisipasi masyarakat
merupakan salah satu kunci agar pengembangan
wisataberjalandengantujuanyangdiinginkan.Peranmasyarakatsangatdiperlukan

baik dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan evaluasikerja. Sebagai



komponen utama dalamcommunity based tourism(CBT), masyarakatmempunyai
peran yang sangat penting
dalammenunjangpembangunanpariwisata.Pembangunan pariwisata akan sulit
terwujudketika masyarakat setempat merasadiabaikan, hanya sebagai objek,serta
merasaterancam oleh kegiatan pariwisata di daerah mereka. Dalam
mengembangkan suatu dayatarik wisata, partisipasi atau keterlibatanmasyarakat
lokal tidak bisa diabaikan begitusaja.Masyarakat lokal merupakan orangpertama
yang mengetahui tentang kondisidaerahnya daripada orang yang berasal dariluar
daerah.Dengan demikian, partisipasimasyarakat lokal sangat diperlukan
baikdalamperencanaan,pelaksanaan,pengembangan hingga akhir yaitu
evaluasikerja. Harapan kedepannya ialah tiada lainuntuk mewujudkan sikap rasa
memiliki padadiri masyarakat lokal sendiri, sehingga timbul kesadaran dan
tanggung  jawab  untukikut  serta  dalam  mengembangkan  daya
tarikwisata.Partisipasi masyarakat tidak hanyasebatas partisipasi masyarakat
semata,namundiharapkan pada tahap selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat
dalam menilaiapakah pembangunan yang dilakukan sudahsesuai harapan dan
dapat meningkatkanperekonomianmasyarakat.Partisipasimasyarakat merupakan
peranan yang utamadalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian
pengembanganpariwisata dapat menambah lapangan Kkerjaserta kesempatan
membangun

usaha,meningkatkandanmenumbuhkankebudayaanyangadadidaerahpengembanga

n pariwisata.



Di Indonesia, berbagai peraturan yang diberkan ruang partisipasi masyarakat
baik nasional maupun sektoral telah disiapkan. Beberapa diantaranya UU
No0.17/2003 Keuangan Negara, UU No0.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan
UU No0.25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara
garis besarnya partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau sekelompok pada
suatu proses kegiatan. Pengertian tersebut selaras dengan pengertian dalam kamus
besar sosiologi yang disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan
seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan
masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesnya sendiri (Teodorson, dalam
Mardikanto dan Soebiato, 2013:81).

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam
pembangunan, meliputi dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan
(implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam
masyarakat lokal. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan
diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan
yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti
dalam rencana/program pembangunan dilakukan penentuan proiritas, dengan
demikian pelaksana pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efesien.

Menurut FAO dalam Mikkelsen (2011), berbagai kajian, dokumen proyek dan
buku panduan menunjukan tafsiran yang sangat beragam mengenai arti kata
partisipasi:

a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa

ikut serta dalam pengambilan keputusan.



b. Partisipasi adalah “pemekan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk
meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi
proyek-proyek pembangunan.

c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa
orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk menggunakan hal itu.

d. Partisipasi dalam pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para
staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya
memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dengan perubahan
yang ditentukannya sendiri.

f. Pertisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,

kehidupan dan lingkungan mereka.

2. Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Telaanhan tentang pengertian “’partisipasi’’ yang dikemukakan di atas,dapat
disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu
bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela. baik karena
alasan-alasan dari dalam (instinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam
keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan
keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi,
pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu,

Yadav, Toto Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2013) mengemukakan tentang



adanya empat macam kegiatan yang menunjukan partisipasi masyarakat di dalam
kegiatan pembangunan, yaitu partisiapasi dalam pengambilan keputusan,
pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam
pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk
pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkanj
sendiri oleh pemrintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencermingkan
sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan
mencermingkan keingian dan kebutuhan masyarakat banyak.
b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai
partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara
suka rela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di
lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang
kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat hasil
pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional.
c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan
Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan
sangat di perlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang
diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang
masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan

pembangunan yang bersangkutan.



d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan
Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur
terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk
memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil
pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu pemanfaatan hasil
pembangunan akan meransang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk
selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.
3. Tingkatan Partisipasi Masyarakat
Karena konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki makna yang
luas dan memiliki arti yang berbeda-beda, bahkan apapun yang disebut
“partisipasi” , maka untuk memudahkan memaknainya dapat digunakan tingkatan
partisipasi. Menurut Asia Development Bank (ADB) seperti dikutip Soegijoko

(2005), tingkatan partisipasi (dari yang terendah sampai tertinggi) sebagai berikut:

a. Berbagi informasi bersama (sosialisasi)
Pemerintah hanya menyebarluaskan informasi tentang program yang akan
direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang
dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut.

b. Konsultasi/mendapatkan umpan balik
Pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu
keputusan ditetapkan.

c. Kalaborasi/pembuatan keputusan bersama



Masyarakat bukan sebagai penggagas kalaborasi, tetapi masyarakat
dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga
peran masyarakat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil/keputusan.
d. Pemberdayaan/kendali
Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung
keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang
bertentangan dengan tujuan yangt telah ditetapakan dengan menggunakan
prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama.
4. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Telah disinggung dalam bagian sebelumnya, secara sederhana partisipasi bisa
diartrikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam
program pembangunan. Pertanyaan ini mengandung arti seseorang, kelompok,
atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang
sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan
berbagai bentuk atau jenis partisipasi (Huraerah, Abu 2011).

(Simanjuntak dalam Huraerah, Abu 2011), Bentuk partisipasi yang dimaksud
adalah macamnya sumbangan yang diberikan kepada seseorang, kelompok, atau
masyarakat yang berpartisipasi. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, ada
beberapa jenis-jenis partsipasi sebagai berikut:

a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipasi dalam ajang sono,

petemuan atau rapat.



b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk
perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan
sebagainya.

c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegaiatan
untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan
sebagainya.

d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk
mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.

e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya
turut arisan, koperasi, layad (dalam pereristiwa kematian), kondangan
(dalam peristiwa pernikahan), nyambulang, mulang sambung.

Sedangkan (Sulaiman dalam Huraerah, Abu 2011) membagi bentuk-bentuk

partisipasi sosial ke dalam lima macam yaitu:

1) Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap
muka.

2) Partisipasi dalama bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan
partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat
sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat
sementara dan sebagai umpan.

3) Partisipasi dalam bentuk dukungan.

4) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

5) Partisipasi refresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat

kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.



Dengan memperhatikan kedua pendapat tentang bentuk-bentuk partisipasi

sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sebetulnya tidak ada perbedaan

yang mencolok, hal tersebut memiliki maksud yang sama. Maksud dari

pembangian partisipasi adalah untuk menunjukan luasnya kemungkinan-

kemungkinan yang dapa digunakan orang kalau akan berpartisipasi. Dengan kata

lain, untuk berpartisipasi sumbangan orang hendanya jangan dilihat hanya dari

jumlah tenaga dan harta benda yang diberikan.kerena kalau partisipasi dibatasi

pada sumbangan tenaga dan harta benda saja, berarti mereduksi esensin konsep

dasar partisipasi tersebut.

5.

Keberhasilan Partisipasi Masyarakat

Menurut Najib (2005) keberhasilan partisipasi dipengaruhi oleh:

. Siapa penggagas partisipasi: apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah

atau LSM. Non-government stakeholders berpeluang untuk lebih lanjut.

. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan: apakah untuk

kepentingan pemerintah atau masyarakat. Jika untuk kepentingan warga maka
program kemiskinan dengan pendekatan pertisipasi masyarakat akanlebih

berkelanjutan.

. Siapa yang memegang kendali: apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah,

atau lembaga donor. Jika pemerintah daaerah atau LSM yang memegang
kendali cenderung lebih mengetahui permasalahan, kondisi, dan kebutuhan

daerah atau masyarakatnya dibanding pihak luar.



d. Hubungan pemerintah dengaan masyarakat: apakah ada kepercayaan dari
masyarakat terhadap pemerintahannya,jika hubugan ini baik, partisipasi akan
lebih mudah dilaksanakan.

e. Kultural: daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi
(proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih muda
dan berkelanjutan.

f. Politik: kepemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan,
menghargai keberagaman dan demokratis.

g. Legalitas: tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga
dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam sistem kepemerintahan
di daerah).

h. Ekonomi: adanya mekanisme yang meneyediakan akses bagi warga miskin
untuk terlibat ataua memastikan bahwa mereka akan memperoleh “manfaat”
(langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.

i. Kepemimpinan: adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki
komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari
kalangan pemerintah, LSM, masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat.

J. Waktu: penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditetapkan pada kurun
waktu yang cukup lama.

k. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antar warga masyarakat dan
pemerintah (forum warga).

Club du Sahel dalam Anita (2011) Pendekatan-pendekatan yang digunakan

untuk memajukan partisipasi antara lain:



1) Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi
Tipe komunikasi satu arah seperti antara guru sdan muridnya yang ditetapkan
diantara staf proyek dan masyarakat setempat pada saat kunjungan ke desa.
Paket-paket teknis yang berbeda diiklankan kepada masyarakat untuk
menerimanya.

2) Sesi partisipasi aktif (Pendekatan “Pelatihan dan Kunjungan)

Dialog dan komunikasi dua arah memberikan kepada masyarakat kesempatan
untuk berinteraksi dengan npetugas penyuluh dan pelatih dari luar .

3) Partisipasi dengan keterikatan (Pendekatan “kontrak tugas yang dibayar”: bila
anda melakukan ini, maka proyek akan melakukan itu).Masyarakat setempat
tidak baik sebagai pribadi ataupun kelompok kecil, diberikan pilihan untuk
terikat pada sesuatu dengan tanggungjawab atas setiap kegiatan pada
masyarakat dan juga pada proyek. Manfaatnya : dapat dibuat modifikasi
seiring tujuan yang diinginkan.

4) Partisipasi atas permintaan setempat (Pendekatan “Partisipatory Rural
Appraisal ’dan  kegaiatan proyek berfokus lebih kegiatan penelitian,
pendekatan yang didorong oleh permintaan).Kegiatan proyek lebih berfokus
lebih pada menjawab kebutuhan yang dinyatakan oleh masyarakat setempat,
bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan oleh orang luar. Metode
yang dipakai adalah motivasi dan animasi bukan “menjual atau mendorong”.
Pertanyaan sukarela dan permintaan untuk bantuan serta lebih banyak
informasi jelas diperlukan.

Konsep Manajemen Pariwisata



1. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan
melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer
dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.Manajemen memberikan
tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer mencapai tujuan atau sasaran dengan
mengatur karyawan dan mengalokasikan sumber-sumber material dan
finansial.Bagaimana manajer mengoptimasi pemanfaatan sumber-
sumber,memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi output, maka
manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan
pemanfaatan sumber-sumber dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk
mencapai tujuan.

Sedangkan MenurutFayol dalam Safroni (2012: 47), fungsi-fungsi
manajemen meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian(organizing),
pengarahan (commanding), pengkoordinasian (coordinating), pengendalian
(controlling).

Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan
yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer secara berurutan supaya proses
manajemen itu diterapkan secara baik (Hasibuan, 2005: 3-4). Persamaan tersebut

tampak pada beberapa fungsi manajemen di bawah ini:

a. Perencanaan (planning)
Planningatau perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan

fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang



akan datang dalam hal menvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-
aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang
diinginkan.

Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian yaitu penentuan penggolongan dan penyusunan aktivitas-
aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan, penentuan orang-
orang yang akan melaksanakan, penyediaan alat-alatyang diperlukan untuk
mencapai tujuan itu, dan pendelegasian wewenangyang ditugaskan dalam
bidang aktivitas masing-masing (Rachmat,1986:41). Pengorganisasian
dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang
diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat
dilaksanakan dengan berhasil. (Terry dan Rue, 2010: 82).
Penggerakan/Pelaksanaan (actuating)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok
sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai
tujuan yang telah direncanakan bersama.Penggerakan adalah membuat
semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta
bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-

usaha pengorganisasian.

Pengawasan (controlling)
Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai



pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga
pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar.
2. Pengertian Pariwisata

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan
seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke
tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu
perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang
dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau
rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.Pariwisata secara
singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan
dengan wisatawan (Soekadijo, 2000: 2).

Sedangkan Menurut Marpaung (2002: 13), mendefinisikan pariwisata sebagai
perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari
pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktivitas dilakukan
selama mereka tinggal di tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi
kebutuhan mereka.

Sedangkan Menurut Hadwin (2013), pariwisata adalah perjalanan dari satu
tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun
kelompok.Sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan
dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Suatu
perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan
yang diperlukan, yaitu:

a. Harus bersifat sementara



b. Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa

c. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Disatu sisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009TentangKepariwisataan,
menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pariwisata. Wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan atau
sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat
sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.Sedangkan wisatawan
adalah orang yang melakukan kegiatan wisata (Yoeti,1997:194).Pada garis
besarnya, definisi tersebut menunjukkan bahwa kepariwisataan memiliki arti
keterpaduan yang di satu sisi diperani oleh faktor permintaan dan faktor
ketersediaan.Faktor permintaan terkait oleh permintaan pasar wisatawan domestik
dan mancanegara.Sedangkan faktor ketersediaan dipengaruhi oleh transportasi,
atraksi wisata dan aktifitasnya, fasilitas-fasilitas, pelayanan dan prasarana terkait
serta informasi dan promosi (Hadwin, 2013).

3. Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development)
berlandaskan pada upaya pemberdayaan (empowerment), baik dalam arti
ekonomi, sosial, maupun kultural merupakan suatu model pariwisata yang mampu
merangsang tumbuhnya kualitas sosio-kultural dan ekonomi masyarakat serta

menjamin kelestarian lingkungan. Menurut Yoeti (2008:242), pariwisata



berkelanjutan adalah mempertemukan kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan
wisata dalam usaha menyelematkan dan memberi peluang untuk menjadi lebih
menarik lagi di waktu yang akan datang.

Hal ini merupakan suatu pertimbangan sebagai ajakan pemerintah agar semua
sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan di waktu yang akan datang untuk
tujuan ekonomi, sosial, keindahan yang dapat dijadikan daya tarik dengan
memelihara integritas keanekaragaman budaya yang ditunjang dengan sistem
kehidupan yang ada.

Ide dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumber daya alam
dan budaya. Sumber daya tersebut merupakan kebutuhan setiap orang saat
sekarang supaya dapat hidup dengan sejahtera, tetapi harus dipelihara dan dan
dilestarikan agar dapat jga digunakan di masa yang akan datang. Pemanfaatan
sumber daya tersebut harus melibatkan masyarakat lokal dan memberikan manfaat
optimal bagi mereka.

Sedangkan Menurut Weber dalam Damanik (2006:26),mengartikan
pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan sumber daya (atraksi,
aksesibilitas, amenitas) pariwisata yang bertujuan untuk memberikan keuntungan
optimal bagi pemangku kepentingan (stakeholders)dan nilai kepuasan optimal
bagi wisatawan dalam jangka panjang.

Adapun prinsip  pariwisata berkelanjutan menurut WTO dalam

Hardjasoemantri (2002: 82), dapat dijabarkan sebagai berikut:



Sumber daya alam, historis, budaya dan lain-lain  untuk
kepariwisataandikonversi untuk pemanfaatan berkesinambungan di masa
depan, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekarang.
Pengembangan kepariwisataan direncanakan dan dikelola sedemikian rupa
sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan dan sosio kultural yang
serius di wilayah wisata.

Kualitas lingkungan yang menyeluruh di wilayah wisata dipelihara dan
ditingkatkan dimana diperlukan.

Kepuasan wisatawan yang tinggi dipertahankan sehingga daerah tujuan
wisata akan tetap memiliki daya jual dan popularitasnya.

Manfaat kepariwisataan terlebas luas di seluruh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk mencapai tujuan pariwisata

yang berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan

pengelola wajib melakukan manajemen sumber daya yang efektif.

Values atau nilai-nilai yang harus dipertimbangkan manyangkut konsumen,

budaya dan warisan budaya, ekonomi, ekologi, finansial, sumber daya manusia,

peluang masa depan dan sosial. Menurut Pitana dan Diarta (2009: 86), tujuan dari

pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah untuk menyeimbangkan

pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta

perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya.

Tabel 2.1.

Indikator untuk Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan



No Indikator Ukuran Spesifik
Daya dukung, tekanan terhadap area dan
1 Perlindungan lokasi
kemenarikan
Jumlah wisatawan yang berkunjung
2 Tekanan
pertahun/bulan/masa puncak
Intensitas pemanfaatan pada waktu puncak
3 Intensitas pemanfaatan
(wisatawan/ha)
Rasio antara wisatawan dan penduduk lokal (pada
4 Dampak sosial
waktu puncak/rata-rata)
Pengawasan Adanya prosedur secara formal terhadap
5
pembangunan pembangunan di lokasi dan kepadatan pemanfaatan
Presentase limbah  terhadap kemampuan
6 Pengelolaan limbah pengelolaan. Demikian pula terhadap rasio
kebutuhan dan suplai air bersih
Mempertimbangkan perencanaan regional
7 Proses perencanaan
termasuk perencanaan wisata (regional)
8 Ekosistem kritis Jumlah spesies yang masih jarang dan dilindungi
Tingkat kepuasan pengunjung berdasarkan pada
9 Kepuasan pengunjung
kuisioner
Kepuasan penduduk| Tingkat kepuasan penduduk lokal berdasarkan
10
local kuisioner
Kontribusi  pariwisata
11 Proporsi antara pendapatan total dengan pariwisata

terhadap ekonomi lokal

Sumber : WTO (1994) dalam Pitana dan Diarta (2009: 88)




Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pengelolaan pariwisatadiperlukan

keterlibatan semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk

mengintegrasikan kerangka partisipasi masyarakat. Pemangku kepentingan yang

dimaksud adalah staf dari industri pariwisata, konsumen, investor dan developer,

pemerhati dan penggiat warisan dan pelestari budaya, pemerintah, dan pelaku

ekonomi lokal dan nasional.Pemangku kepentingan tersebut, memiliki harapan

dan nilai yang berbeda yang perlu dikelola sedemikian rupa agar diadopsi dan

terwakili dalam perencanaan, pengembangan, dan operasionalisasinya.

Menurut Cox dalam Dowling dan Fannel (2003: 2), manajemen pariwisata

harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada
kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan
peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.

Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi
basis pengembangan kawasan pariwisata.

Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah
budaya lokal.

Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan
lingkungan lokal.

Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan
pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif,
tetapi sebaliknya mengendalikan dan/ atau menghentikan aktivitas

pariwisata tersebut.



4. Upaya Pelestarian Lingkungan Obyek Wisata

Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya melestarikan tempat wisata agar
tetap terjaga maka perlu dilakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan terciptanya
daya dukung lingkungan obyek wisata, yang akan selalu memberikan
kenyamanan kepada wisatawan. Dalam hal ini, sebisa mungkin pengelola harus
senantiasa bekerjasama dengan para pengunjung dan memperhatikan faktor-faktor
yang mempengaruhi terhadap keberlangsungan obyek wisata.

Ada tiga faktor menurut Soekadijo (1996:269) yang dapat menentukan
berhasilnya pembangunan pariwisata sebagai industri. Ketiga faktor tersebut
adalah:

a. Tersedianya obyek dan atraksi wisata yaitu segala sesuatu yang menjadi
daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata.
Misalnya: keindahan alam, hasil kebudayaan, kesenian adat istiadat, tata
cara hidup suatu masyarakat, dan lain-lain sebagainya.

b. Adanya fasilitas accessibility, yaitu prasarana dan sarana perhubungan
dengan segala fasilitasnya, sehingga memungkinkan para wisatawan
mengunjungi suatu daerah tujuan wisata tertentu.

c. Tersedianya fasilitas amenities, yaitu sarana kepariwisataan yang dapat
memberikan pelayanan pada wisatawan selama dalam perjalanan wisata
yang dilakukan baik didalam negeri maupun diluar negeri.

5. Pengelolaan Pariwisata Konvensional
Model pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah daerah

melalui implementasi model pengelolaann konvensional, masalah dengan banyak



mengandung dan mengikutsertakan investor swasta, bahkan asing, perlindungan
yang berlebihan terhadap sektor swasta, banyak mengeluarkan izin pengelolaan
yang bersifat eksklusif, sehingga sangat jauh dari jangkauan masyarakat lokal
telah menimbulkan persoalan dan dampak sosial, ekonomi serta lingkungan yang
merugikan bagi komunitas lokal. Hasilnya, sama sekali belum terlihat dan
menyentuh kesejahteraan masyarakat. Kondisi dilematis nampaknya dirasakan
pemerintah daerah. Disatu sisi berusaha, ada keinginan pemerintah daerah untuk
menaikkan pendapatan asli daerahnya, sehingga menjadiikan sektor pariwisata
sebagai leading sector dalam capaian peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),
namun disisi lain, diakui pula kerjasama ekonomi yang telah dilakukan tidak
mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan, keberdayaan serta ketertinggalan
yang dirasakan oleh komunitas (Tresiana dan Duadji, 2017).

Urgensi pentingnya pengeloalaan pariwisata berbasis komunitas, mengingat
model ini menusun prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development) demi pencapaian pendistribusian kesejahteraan rakyat secara
merata. Kominitas lokal diharapkan dapat menolak jika ternyata pengelolaan yang
dilakukan tidaklah sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu
sendiri. Konteks pariwisata berbasis komunitas, tidak berarti merupakan upaya
kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama
masyarakat secara global.

Pemerintah daerah perlu melakukan kajian berbagai kebijakan, sistem strategi
kelembagaan, dan proram pengelolaan pariwisata yang sedang berjalan. Apakah

hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi kelembagaan, dan proram telah



memenuhi harapan masyarakat dalam komunitas dan apakah perlu didesain ulang
untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik (thinking again).

Untuk ketercapaian itu, maka diperlukan penguatan institusi/kelembagaan
lokal, yang mampu membangun interaksi dan networking, sinergitas dan menjadi
mediasi berbagai stakeholders, sehingga kedepan hasilakan muncul pilihan model
pengelolaan pariwisata yang berintegritas, tidak berjalan sendiri-sendiri dan
terpisah, dengan kekuatan besar ada di komunitas. Kelembagaan lokal, diharapkan
akan menjadi pilihan inovasi bagi perbaikan kebjakan, strategi kelembagaan, dan
proram bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah setempat (Tresiana dan
Duadji, 2017).

Tabel 2.2.
Orientasi Dan Harapan Masyarakat Dalam Kepemilikan Aset Pengelolaan

Pariwisata Teluk Kiliun

Unsur Fungsi Orientasi
Pengelola
Pranata Melibatkan pranata kemasyarakatan | Berbasis masyarakat

kelembagaan | lokal sebagai pengelola utama,
lokal sedangkan pemerintah dan pelaku
pariwisata sebagai mitra. Semua
yang terliabat saling melengkapi
kekurangan masing-masing mitra
sihingga pengelolaan menjadi satu

kesatuan yang utuh dan terpadu.




Dalam  konteks ini  terjadi
pemberdayaan masyarakat
melaluipranata kemasyarakatan
lokal. Kelemahan unsur
pengelolaan ini adalaha pranata
kemasyarakatan lokal yang lemah

dam pengeloaan pariwisata.

Pelaku

pariwisata

Pelaku pariwisata sebagai
pengelola  utama, sedangkan
masyarakat dan pemerintah
menjadi mitra kerja. Kelemahannya
masyarakat dijadikan objek
komodifikasi, pemberdayaan
masyarakat relatif sedikit, dan
adanya potensi konflik antara

pelaku pariwisata dan masyarakat.

Bisnis

Pemerintah

Pengelolaan dapat berwujud badan
usaha milik negara. Kelemahannya,
partisipasi masyarakat terbatas,
keuntungan yang dinikmati
masyarakat rendah, dan masyarkat

sukar melakukan kontrol.

Struktural




Badan

pengelola

Mengetengahkan perpaduan antara
pranata  kemasyarakatan lokal,
pelaku pariwisata dan pemerintah.
Semua unsur terlibat dalam
pengelolaan pariwisata berdasarkan
peranannya masing-masing yang

disepakati bersama.

Profesionalitas

kemitraan

dan

Sumber :Tresiana dalam Duadiji, (2017)

Agar pariwisata dapat berkelanjutan, maka isu kepemilikan pengelolaan

pariwisata menjadi isu yang strategis. Ada beberapa model kepemilikan faktor

produksi, yang masing-masing model dapat berdiri sendiri ataupun digabungkan

satu dengan lainnya sesuai dengan harapan dan Kkaraklteristik masyarakat. Hasil

penelitian menggambarkan implementasi masing-masing model

haruslah

mengedepankan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat (Tresiana dan Duadiji,

2017).

D. Kerangka Pikir




Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan
seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke
tempat yang lain dengan suatu perencanaan bukan maksud untuk mencari nafkah
ditempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk rekreasi atau memenuhi
keinginan beraneka ragam. Pengelolaan pariwisata pantai Dato Kabupaten Majene
harus diperhatikan terkhusunya masyarakat disekitar pantai Dato Kabupaten
Majene melalui pendekatan-pendekatan partisipasi masyarakat serta bentuk-
bentuk partisipasi masyarakat agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
Berdasarkan uraian dari kerangka maka untuk melihat penelitian ini lebih jelas,
berikut penulis mencoba menggambarkan alur penelitian seperti yang tampak

dibawah ini :
Partisipasi Komunitas Lokal

Bentuk-Bentuk Partisipasi Pendekatan-Pendekatan

1. Partisipasi Buah Partisipasi
Pikiran

2. Partisipasi Tenaga 1. Partisipasi Pasif dan

3. Partisipasi Harta Pelatihan Informasi
Benda 2. Sesi Partisipasi Aktif

4. Partisipasi 3. Partisipasi Dengan
Keterampilan Dan Keterikatan
Kemahiran 4. Partisipasi Atas

5. Partisipasi Sosial Permintaan Setempat

Peningkatan Partisipasi

Komunitas Lokal Dalam

Dannalalaan Dariwaricata Dantai

Gambar 2.1

E. Fokus Penelitian



Berdasarkan kerangkapikir di atas, maka fokus penelitian ini berangkat dari

latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji

berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka, adapun fokus penelitian yang berpijak

dari rumusan masalah. Fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal pokok yang

perlu di uraikan yaitu: Bagaimana partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan

pariwisata pantai Dato kabupaten Majene.

F.

1.

Deskripsi Fokus Penelitian

Partisipasi adalah suatu konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan
masyarakat. serta saling bekerja sama baik itu Pemerintah Daerah,
masyarakat serta komunitas lokal yang terkait. untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam
bidang pariwisata pantai Dato kabupaten Majene.

Komunitas lokal adalah masyarakat yang bermukim atau mencari nafkah di
sekitar pabrik, kantor, tempat pelatihan atau di sekitar pantai Dato kabupaten
Majene.

Pengelolaan pariwisata sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berintikan
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya di pantai Dato kabupaten
Majene.

Bentuk partisipasi adalah macam-macam sumbnagan yang diberikan
seseorang atau masyarakat yang ikut berpartisipasi di pantai Dato kabupaten

Majene.



10.

11.

12.

13.

Pendekatan partisipasi adalah sebuah keinginan yang dilakukan seseorang
atau masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi di pantai Dato kabupaten
Majene.

Partisipasi buah pikiran adalah sebuah masukan atau ide yang diberikan
masyarakat dalam berpartisipasi di pantai Dato kabupaten Majene.

Partisipasi tenaga adalah keikutsertaan masyarakat dalam
berkontribusi/gotong royong dalam berpartisipasi di pantai Dato kabupaten
Majene.

Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk materi untuk
membantu memajukan pariwisata di pantai Dato kabupaten Majene.
Partisipasi keterampilan dan kemahiran adalah tidak dalam bentuk materi
melaingkan dalam bentuk ekonomi kreatif di pantai Dato kabupaten Majene.
Partisipasi sosial adalah partisipasi dalam bentuk keinginan dalam hati serta
menyadari bahwa harus dapat memajukan pariwisata di pantai Dato
kabupaten Majene.

Partisipasi pasif adalah bentuk dukungan pemerintah dalam menjalankan
aturan tentang pariwisata di pantai Dato kabupaten Majene.

Sesi partisipasi aktif adalah seseorang atau masyarakat aktif dalam
memajukan pariwisata di Pantai Dato kabupaten Majene.

Partisipasi keterikatan adalah partisipasi yang diikat oleh regulasi/aturan yang

ada baik dari pemerintah maupun swasta di pantai Dato kabupaten Majene.



14. Partisipasi permintaan setempat adalah seseorang, kelompok, dan masyarakat
yang ikut berpartisipasi atas dasar permintaan dari pihak tertentu di pantai

Dato kabupaten Majene.

BAB Il
METODE PENELITIAN

A. WaktudanLokasiPenelitian



Waktu penelitian ini selama 2 bulan dilaksanakan setelah seminar proposal.
Lokasi penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu di Dinas Pariwisata Kabupaten
Majene dan di Pantai Dato Kabupaten Majene dengan tujuan untuk melihat
sejauh mana Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai
Dato.

Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan padaDinas Pariwisata Kabupaten
Majene Dan Pantai Dato Majene merupakan salah satu unsur pemerintah di
tingkat Kabupaten yangmenangani sistem pengelolaan kepariwisataan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian

Berkaitandengantujuanpenelitianadalahuntukmemberikangambaranmengenai

Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato

Kabupaten Majene yang terjadisecaraobyektif,

makajenispenelitianiniadalahdeskriptifkualitatif, yaitusuatupenelitian yang

mendeskripsikantentangruanglingkupdan proses
pengelolaanpariwisataPantaiDatoKabupatenMajene.
2. Tipe Penelitian

Tipepenelitianiniadalahfenomenologidimaksudkanuntuk memberi

gambaransecarajelasmengenaimasalah-masalah

yangditelitiberdasarkanpengalaman yang dialamiolehinforman.
C. Sumber Data

Adapunsumber data yang akandigunakandalampenelitianiniyaitu:
35



1.

D.

Data primer, yaitu data yangdikumpulkanpenulismelaluipengamatanlangsung
(observasi), danwawancara yang
dilakukanpenulistentangPartisipasiKomunitasLokalDalamPengelolaanPariwis
ataPantaiDatoKabupatenMajene.

Data sekunder, yaitudata yang
dikumpulkanpenelitidariberbagaiinformasitertulisseperti,laporandandokumen
tentang pengelolaan dan arah  kebijakan pantai Dato yang
digunakandalampenelitianmengenai Partisipasi Komunitas Lokal Dalam

Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato Kabupaten Majene.

Informan Penelitian



orang-orang

yang

dianggap

Teknikpenentuaninformandilakukansecarapurposiveyaitusengajamemilih

paling

mengetahuidandapatmemberikaninformasisesuaidengantujuanpenelitian. Adapuni

nforman dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3.1

Informan Penelitian dan Posisi/Jabatan

No. | NAMA INFORMAN | INISIAL POSISI/JABATAN JUMLAH
1. | Muh. Daali MD Kepala Bidang 1
Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2. | Huldia Abd. Rasjid HAR Kepala Seksi 1
Pengembangan
Kemitraan dan
Kerjasama Pariwisata
3. | Hasan HN Ketua Kelompok Sadar 1
Wisata, POKDARWIS
(Komunitas Lokal)
4. | Lina, Hamsah, Rini, | LN, HS, Masyarakat 5
Fifi, Mulyadi RN,
FF,MI
TOTAL 8

E. TeknikPengumpulan Data




Gunamemperoleh data yang relevandengantujuanpenelitian,

makadigunakanteknikpengumpulan data sebagaiberikut:

1.

Observasi
Penelitimelakukanpengamatanlangsungkelapanganmengenaipartisipasi
komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata pantaiDato. Serta bentuk-
bentuk partisipasi masyarakat dan pendekatan-pendekatan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Kabupaten Majene.
Wawancara
Penelitimelakukanwawancaralangsungsecaramendalamkepadainforman yang
menjadi objekdaripenelitianiniyaitu Dinas Parawisata Kabupaten Majene,
komunitas lokal pantai Dato Kabupaten Majene, Masyarakat sekitar pantai
Dato Kabupaten Majene. Adapun
wawancarainibertujuanuntukmemperolehinformasipenelitianmengenai
partisipasi komunitas lokal dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato
kabupaten Majene. Serta bentuk-bentuk dan pendekatan-pendekatan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Kabupaten
Majene.

Dokumentasi

Dokumentasi  yangdiperlukandalampenelitianinimeliputi data  pegawai,
struktur organisasi, data potensi wisata dan arah kebijakan pantai Dato serta

pengelolaan pantai Dato, baik pada Dinas Pariwisata Kabupaten Majene



maupun di pantai Dato Kabupaten majene.Serta data-data potensiobyekwisata

Khususnya pantai Dato Kabupaten Majene.

TeknikAnalisis Data

Analisisdataialahlangkahselanjutnyauntukmengelola data dimana

datayangdiperoleh,

dikerjakandandimanfaatkansedemikianrupauntukmenyimpulkanpersoalan  yang

diajukandalam menysunhasilpenelitian. Dalam

Modeliniterdapat 3 (tiga) komponenpokok.Menurut Miles danHuberman dalam

Sugiyono (2012:92-99) ketigakomponentersebutyaitu:

1.

Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapanganjumlahnyacukupbanyak,
untukituperludicatatsecaratelitidanrinci.Sepertitelahdikemukakanmakin lama
penelitidilapangan, makajumlah data akanmakinbanyak,
kompleksdanrumit.Untukituperlusegeradilakukananalisis data melaluireduksi
data.Mereduksi data berartimerangkum, memilihhal-hal yang
pokok,memfokuskanpadahal-hal yang penting, dicaritemadanpolanyadan
membuang yang tidakperlu.

Data Display (Penyajian Data)

Dalampenelitiankualitatif, penyajian data biasa dilakukandalambentukuraian

singkat, bagan,



hubunganantarkategoridansejenisnya.Selaindalambentuknaratif, display data
dapatjugaberupagrafik, matriks, network (jejaringkerja).

Conclusion Drawing/Verification (PenarikanKesimpulandanVerifikasi)
Langkahketigadalamanalisis data
kulitatifadalahpenarikankesimpulandanverifikasi. ~ Kesimpulanawal  yang
dikemukakanmasihbersifatsementara,  danberubahbilatidakditemukanbukti-
bukti yang kuat yang  mendukungpadatahappengumpulan  data
berikutnya. Tetapiapabila data kesimpulan
datayangdikemukakanpadatahapawal, didukungolehkembalibukti-bukti
yangvalid dankonsistensaatpenelitikembalikelapanganmengumpulkan data,
makakesimpulan yang dikemukakanmerupakankesimpulan yang kredibel.
Keabsahan Data

Salah satucarayangdigunakanolehpenelitidalampengujiankredibilitasdata

adalahdengantriangulasi. MenurutSugiyono (2012:125)

Triangulasidiartikansebagaipengecekan data

dariberbagaisumberdenganberbagaicara, danBerbagaiwaktu. LebihlanjutSugiyono

(2012:127) membagitriangulasikedalamTigamacam, yaitu:

1.

TriangulasiSumber

Triangulasisumberdilakukandengancaramengecek data yang
telahdiperolehmelaluibeberapasumber.
Dalambhalinipenelitimelakukanpengumpulandanpengujian data yang
telahdiperolehmelaluihasilpengamatan, wawancaradandokumen-dokumen

yang ada.



Kemudianpenelitimembandingkanhasilpengamatandenganwawancara,
danmembandingkanhasilwawancaradengandokumentasi yang ada. Dengan
kata lain triangulasisumberadalahlangkahpengecekankembali data-data yang
diperolehdariinformandengancaramenanyakankebenaran data atau informasi.
TriangulasiTeknik

Triangulasiteknikdilakukandengancaramengecek data kepadasumberyang
samadenganteknik yang berbeda. Dalamhalini data
yangdiperolehdenganwawancara,
laludicekdenganobservasidandokumen.Apabiladengantigateknikpengujiankre
dibilitas  data  tersebut,menghasilkan  data  yang  berbeda-beda,
makapenelitimelakukandiskusilebihlanjutkepadasumber data yang
bersangkutanatau yang lain, untukmemastikan data mana yang
dianggapbenarataumungkinsemuanyabenarkarena sudutpandangnyaberbeda-
beda.

TriangulasiWaktu

Waktujugaseringmempengaruhikredibilitas data. Data
yangdikumpulkandenganteknikwawancara di
pagiharipadasaatnarasumbermasihsegar, belumbanyakmasalah,

akanmemberikan data yanglebih valid sehinggalebihkredibel.
Untukitudalamrangkapengujiankredibilitas data
dapatdilakukandengancaramelakukanpengecekandenganwawancara,

observasiatauteknik lain dalamwaktuatausituasiyang berbeda.

Bilahasilujimenghasilkan data yang berbeda, makadilakukansecaraberulang-



ulangsehinggasampaiditemukankepastiandatanya. Triangulasidapatjugadilaku
kandengancaramengecekhasilpeneitian, daritimpeneliti lain yang

diberitugasmelakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Majene

Kabupaten Majene adalah kabupaten tertua dari 6 kabupaten di provinsi
sulawesi barat dengan luas wilayah 947, 84 km2, jumlah penduduk 169.72 jiwa terdiri
dari 8 kecamatan dan 82 desa/kelurahan.kabupaten majene,memiliki 85 sungai-sungai
kecil menjadi sumber air bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Dari aspek topografi, Kabupaten Majene memiliki wilayah yang kondisinya
relatif bervariasi yakni, pada sisi selatan merupakan daerah pesisir yang realtiv datar
sedangkan pada sisi utara merupakan daerah pegunungan,luas wilayah yang memiliki
kemiringan 0-10% adalah 125,72 km2 sedangkan sisanya memiliki kemiringan lebih
besar dari 10%. Ibu kota kabupaten terletak di kecamatan banggae yang luas perkotaan
5.515 km berada di posisi selatan Kabupaten Majene, jarak dari ibu kota provinsi sekitar
120 km dengan waktu tempu 3 hingga 4 jam.

Adapun yang menjadi strategi pembangunan pariwisata perencanaan di
Kabupaten Majene yaitu;

1. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah(Ripparda) Tahun 2007.



2. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (Ripow), Kajian dan

Penelitian Pariwisata.

3. Membentuk dan menetapkan regulasi.

4. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata ramah lingkungan.

5. Pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan.

6. Pemberdayaan kelompok masyarakat (Pokdarwis).

7. Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat sekitar objek.

8. Peneyediyaan informasi akurat melalui teknologi informasi center (TIC)
9. Meningkatkan kordinasi stakeholder.

10. Melaksanakan konsultasi publik.

11. Menganalisis potensi dan hambatan.

Selanjutnya dalam tahap pengembangan Pariwisata Kabupaten Majene di
Fokuskan pada langkah berikut;

1. Pendataan identifikasi objek dan daya tarik wisata.
2. Pemetaan kawasan objek dan daya tarik wisata.
3. Penetapan kawasan tematik melalui analisis SWOT.

Untuk itu dalam proses menjaga konsistensi pembangunan di Kabupaten
Majene maka dibuatlah tahap-tahap pembangunan dengan berdasarkan pada potensi
sebagai berikut:

1. Pembangunan potensi wisata jangka pendek.
2. Pembangunan potensi jangka menengah.
3. Pembangunan potensi jangka panjang.
Adapun Prestasi Pembangunan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Majene yang

telah diraih yaitu;



1. Penetapan Badik, Passayang-Sayang dan Sandeq sebagai Warisan Budaya Tak
Benda Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.

2. Penetapan Kabupaten Majene sebagai Kawasan Pembangunan Pariwisata
Nasional (KPPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Nasional(Ripparnas) Tahun 2010-2025.

3. Yokatta News Kerjasama Deputi Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan Penghargaan “Yokatta
Wonderful Indonesia Tourism Award 2018 kepada Pemerintah Kabupaten
Majene sebagai Daerah Terbaik 1 yang memiliki Komitmen, Inovasi dan
Performance dalam memajukan pariwisata daerah.

TABEL4.1
Tabel Data Desa Wisata Kabupaten Majene;
No. DESA WISATA LOKASI KETERANGAN
1 Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Desa Binaan
Banggae Timur
) Labuang Kelurahan Labuang Kecamatan Desa Binaan
Banggae Timur
3 Pangali-Al Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Desa Binaan
Banggae
4 Bonde Desa Bonde Kecamatan Pamboang Desa Binaan




Kelurahan Mosso Kecamatan .
5 Mosso Desa Binaan

Sendana

Desa Binanga Kecamatan Sendana

6 Binanga Desa Binaan

4 Tallu Banua Desa Tallu Banua Utara Kecamatan Desa Binaan
Sendana

3 Mekkatta Desa Mekkatta Kecamatan Desa Binaan

Malunda

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene
Berdasarkan tabel data desa wisata diatas menunjukkan bahwa ada delapan
desa wisata di Kabupaten Majene yang sementara dikelolah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata yang tergolong dalam desa binaan. Kedepannya desa wisata ini akan
dikelolah baik dari segi pengelolaannya maupun dari perkembangan desa binaan yang
ada di Kabupaten Majene.
Tabel 4.2

Tabel Data Usaha Pariwisata Kabupaten Majene:

No. | KECAMATAN | HOTEL | RESTORAN | TRAVEL | PONDOK RUMAH

AGET WISATA | BERNYANYI

1 Banggae 2 17 2 - 1

2 Banggae 9 25 2 5 5

Timur




3 | Pamboang - 8 - - -
4 | Sendana - 13 - - -
5 | Tammero’do - 6 - - 1
6 | Tubo Sendana - 5 - - -
7 | Malunda 3 12 - - -
8 | Ulumanda - 3 - - -

JUMLAH 14 89 4 5 7

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Berdasarkan tabel data usaha pariwisata diatas menunjukkan bahwa usaha

pariwisata yang ada di delapan kecamatan di Kabupaten Majene hanya tiga kecamatan

yang memiliki hotel/penginapan. Dengan demikian dari Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata akan lebih mengoptimalkan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Majene.

Tabel 4.3

Data Cagar Budaya/Situs Kabupaten Majene:

NO. | KECAMATAN FUNGSI UTAMA JUMLAH
1 | Banggae Pemakaman,Gedung, Benteng,Tempat 28
Pendaratan,Sarana Ibadah,Menara
Penampungan,Rumah Kediaman,Kantor Tansi
2 | Banggae Pemakaman,Monumen 13




Timur

3 | Pamboang Pemakaman,Benteng,Kolam 5
4 | Sendana Pemakaman,Situs,Tempat Upacara,Tanda 19
Kekuatan

5 | Tammero’do | Pemakaman 7
6 | Tubo Sendana | Pemakaman 6
7 | Malunda Pemakaman,Tapail Batas,Perjanjian 9
8 | Ulumanda Permandian 1

TOTAL 88

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwista Kabupaten Majene

Berdasarkan data cagar budaya diatas terdapat delapan kecamatan yang ada di

Kabupaten Majene yang memiliki cagar budaya dan yang paling banyak cagar budaya

terdapat di kecamatan Banggae sebanyak dua puluh delapan. Kedepannya cagar budaya

yang terdapat di masing-masing kecamatan ini akan lebih dikembangkan sebagai

warisan nenek moyang serta menjadi daya tarik wisatawan untuk lebih mengenal

Kabupaten Majene sebagai wilayah pelestarian budaya.

Tabel 4.4

Data Usaha Milik Kelompok Masyarakat (UMKM) Sektor Pariwisata Kabupaten Majene.

No.

NAMA USAHA

JENIS USAHA

ALAMAT




1 Madinah Kuliner Tangnga-Tangnga
2 Mila Kuliner Labuang

3 Mekar Sari Kuliner Tg.Batu Barat
4 Nurhidayah Pengrajin Tg.Batu Barat
5 Bunga Koda’ Tenun Sutera Luaor

6 Olang Mesa’ Pengrajin Luaor

7 Muttia Sendana Kuliner Binanga

8 Limbua Indah Kuliner Lakka’ding
9 Marannu Kuliner Tappa’galung
10 Khaerunnisa Cake Pengrajin Tappa’galung
11 Barane Beach Kuliner Baurung
12 Siamesai Kuliner Mekkatta
13 Rumah Seni Pengrajin Baruga Dhua
14 Dapur Samaratanna Kuliner Tubo Tengah
15 Dato Indah Kuliner Pangale




16 Cafe Abo’ Kuliner Baurung

17 Cafe Rahmah Kuliner Baurung

18 Elo’ Puang Kuliner Pangale

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Berdasarkan tabel usaha kelompok milik masyarakat terdapat usaha-usaha yang
dilakukan masyarakat mulai dari kuliner, pengrajin, dan tenun sutera sebagai
keikutsertaan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata di Kabupaten
Majene. Disisi lain usaha kelompok ini telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Majene dan akan dilakukan pembinaan sesuai dengan porsinya.

2. Gambaran Umum Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten
Majene

Terbentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene sebelumnya
telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana pada awalnya berbentuk Kantor
Pariwisata pada tahun 1999 sampai tahun 2000, setelah itu Kantor Pariwisata kemudian
berubah bentuk menjadi Dinas Pariwisata di peralihan tahun 2001.Seiring bergulirnya
waktu Pemerintah Kabupaten majene melakukan perombakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di tahun 2002, dan Dinas Pariwisata kemudian mengalami perubahan
menjadi Dinas Priwisata Informasi dan Komunikasi (Parinkom) sampai di tahun 2008.

Pada tahun 2009 di Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY)
Dinas Pariwisata Informasi dan Komunikasi berganti lagi dengan nama Disporabudpar
Dinas Pemuda Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata. Sampai tahun 2016, kemudian
pada Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (JOKOWI) banyak kebijakan-kebijakan

baru yang diambil dan berdampak berubahnya Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan




dan Pariwisata(Disporabudpar) Kabupaten majene menjadi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Majene (Disbudpar) di tahun 2017 sampai sekarang .

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene merupakan unsur pelaksanaan
pemerintah dibidang kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggungjawab kepada Bupati
Majene melalui Sekretaris Daerah .Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene dan Peraturan
Bupati Majene (Perbup) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Majene mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Majene Tahun

2018;



Gambar 4.2

Berikut susunan organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan

bagan diatas terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Seni Budaya;

1. Seksi Perfilman.

2. Seksi Kesenian dan Pagelaran.

3. Seksi Bahasa dan Sastra.



d. Bidang Pengembangan Kebudayaan;
1. Seksi Permuseuman dan Penelitian.
2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cagar Budaya.
3. Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional.
e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
1. Seksi Pengembangan Objek, Daya Tarik Wisata dan Rekreasi.
2. Seksi Pengembangan Industri dan Sarana Kepariwisataan.
3. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata
f. Bidang Pemasaran ;
1. Seksi Promosi Pariwisata.
2. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.
3. Seksi Pengawasan dan Pengolahan Data Kepariwisataan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten majene mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata;

2. Penyelenggaraanurusan pemerintah dan pelayanan umum di

kebudayaan dan pariwisata;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan danpariwisata yang

meliputi kebudayaan dan kesenian, sarana wisata, objek wisata dan pemasaran

wisata;

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;



5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupat sesuai dengan tugas dan
fungsinya .
4. Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene
Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah “Profesional, Produktif,
Proaktif”.Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi

tersebut,maka Dinas Kebudayaan Pariwisata melaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkanprofesionalisme kinerja aparatur.

2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang kebudayaan
pariwisata.

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana sektor kebudayaan

dan pariwisata

5. Tata Kelola dan Daftar Kunjungan Pantai Dato Kabupaten Majene

Pantai Dato Majene adalah salah satu daya tarik wisata pantai di wilayah Sulawesi
Barat dan wisata ini telah menjadi salah satu wisata andalan di Dusun Pangale Kelurahan
Baurung Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.atau
kira-kira 7 km dari Kota Majene. Pantai dan Laut hingga saat ini masih menjadi obyek
wisata andalan Kabupaten Majene baik sebagai komoditas pariwisata maupun sebagai
sektor perekonomian..

Pantai Dato Majene ini memiliki keunikan dan keistimewaa sendiri berbeda dengan
pantai-pantai lain di wilayah Pulau Sulawesi. Selain memiliki panorama alam pantai
tropis yang indah, pantai ini juga tergolong masih alami dan terjaga dengan baik. Oleh
karena itu, Pantai Dato Majene ini menjadi salah satu lokasi berwisata keluarga yang

banyak dikunjungi oleh para wisatawan terutama pada saat akhir pekan dan hari libur.



Pantai Dato Majene terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pantai berpasir putih halus dan
pantai beralaskan karang. Keberadaan tekstur pantai yang berkarang dan menjorok ke
laut menambah pesona tersendiri bagi Pantai Dato Majene ini. Terdapat batu karang
raksasa yang terhubung dengan tangga sehingga para pengunjung bisa naik ke atas dan
bisa leluasa untuk menikmati pemandangan dari atas. Selain itu, di pantai ini juga
terdapat batu karang berukuran besar yang terhubung dengan tangga, para pengunjung
sering menaiki bukit karang pantai ini, meniti pinggiran tebing menuju puncak karang
dengan ketinggian mencapai 20 meter dari permukaan air laut merupakan suatu
tantangan yang sangat mengasyikkan. Dari puncak karang melongok kebawah sampai
penembus permukaan air laut yang sangat jernih untuk melihat ikan yang bermain di
antara terumbu karang.

Pantai Dato Majene ini memiliki laut yang biru dan jernih sehingga
terlihatberbagai macam jenis ikan dari permukaan air. Lautnya pun cukup dangkal
sehingga aman untuk berenang. Matahari terbenam di pantai ini berada di atas
tebing yang membuat panorama di sore hari semakin indah dan menawan. Sunset
inilah salah satu alasan kenapa banyak wisatawan yang datang ke pantai ini.
Ketersembunyian Pantai Dato ini karena dikira kanannya terdapat bukit karang
besar yang memisahkan dari garis pantai lainnya. Hal ini membuat keunikan
tersendiri dan suasana lebih tenang, mungkin karena itu ada beberapa orang yang
bercerita tentang suasana magis di pantai ini. Selain berenang, kita juga dapat
bermain dengan keong-keong kecil dan indah berbagai ukuran dan warna yang
banyak terdapat disebelah Kiri pantai.

Untuk mengunjungi pantai ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan

pribadi maupun memanfaatkan jasa penyewaan wisata. Jika melalui jalur darat dari



Makassar yang ditempuh dalam waktu 6 sampai 8 jam dengan tarif kendaraan umum Rp
70-100. Jalur lain bisa menggunakan pesawat udara Makassar-Mamuju lalu melanjutkan
perjalanan darat kurang lebih 3 jam ke Majene dengan tarif kendaraan Rp 30.000-
40.000. Kondisi jalan menuju lokasi wisata juga sudah dapat dikatakan baik dan mulus.
Waktu yang diperlukan untuk mencapai kawasan wisata pantai Dato Majene ini adalah
sekitar 15 menit jika berkendara dari Kota Majene. Perjalanan menuju lokasi wisata
akan disambut dengan pemandangan sepanjang jalan yang didominasi oleh hutan atau
kebun penduduk yang masih hijau asri.

Kawasan wisata ini kurang berkembang disebabkan informasi yang masih sangat
minim serta kurang tereksplor keindahan wisata pantai Dato Majene ini Selain itu, hal
lain yang menyebabkan kurang berkembangnya wisata Pantai Dato Majeneadalah
sangat terbatasnya fasilitas yang disediakan di tempat wisata ini sehingga tidak dapat
memenuhi apa yang diinginkan para pengunjung. Hal- hal yang harus diperhatikan
dalam kebutuhan wisatwan di antaranya adalah akomodasi/tempat tinggal, jasa boga
dan restoran, transportasi dan jasa angkutan, atraksi wisata, cinderamata (souvenir).

Sementara itu yang terjadi di Pantai Dato Majene sangat terbatas baik dari segi
akomodasi tempat tinggal, jasa boga dan restoran, transportasi dan jasa angkutan,
atraksi wisata, cinderamata (souvenir). Untuk sekarang ini di kawasan wisata Pantai
Dato Majene masih sedikit tempat penginapan bagi para wisatawan yang ingin
bermalam di Pantai Dato Majene. Untuk mendukung kemajuan kawasan suatu wisata
diperlukan fasilitaspendukung untuk menunjang kawasan wisata tersebut sehingga
diperlukan sebuah revitalisasi kawasan Pantai Dato Majene yang kurang berkembang

dan sangat kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Majene.lni di



karenakan saat ini pengembangan di Kawasan Pantai Dato masih dalam tahap
pengembangan oleh pihak Dinas ataupun pihak-pihak yang terlibat.

Sangat disayangkan ditengah banyaknya potensi yang ada seperti Terumbu karang,
pasir pantai yang putih dan halus, batu-batu yang berukuran besar, karang-karang besar
yang indah dengan sarana pendukung untuk menikmati fasilitas yang ada di sana. Sudah
seharusnya pemerintah Kabupaten Majene memperhatikan potensi besar yang dimiliki
kawasan Pantai Dato Majene ini dan menjadikan tempat ini sebagai tujuan wisata yang
menarik. Untuk membuat kawasan Pantai Dato Majene ini menjadi kawasan wisata yang
menarik maka diperlukan suatu rencana untuk merevitalisasi kawasan ini. Rencana
revitalisasi tersebut adalah menyediakan dan membangun unsur-unsur pendukung
dalam sebuah pariwisata. Hal pertama yang dilakukan dalam merevitalisasi kawasan
pantai Dato Majene ini adalah dengan membuat sebuah konsep wisata yang menarik
dan melengkapi fasilitas- fasilitas yang dibutuhkan wisatawan serta giat membuat film-
film documenter mengenai keindahan dan potensi yang dimiliki Pantai Dato Majene ini.
Untuk mengatasi masalah akomodasi tempat tinggal disana akan dibangun penginapan-
penginapan bagi wisatawan vyang ingin bermalam. Pembangunan penginapan-
penginapan ini menjadi potensi yang besar dan dapat menambah pendapatan serta
membuka peluang bekerja bagi masyarakat sekitar Pantai Dato Majene sehingga
diharapkan dengan penginapan yang bagus para wisatawan akan betah berlama-lama
berwisata di Pantai Dato Majene ini. Selama ini para wisatawan yang datang dan ingin
bermalam hanya terdapat penginapan yang sederhana dan belum dilengkapi dengan
fasilitas-fasilitas yang dapat memanjakan wisatawan.

Untuk lebih mengembangkan Daya tarik wisata Pantai Dato Majene ini akan

disediakan juga peralatan untuk snorkling bagi wisatawan yang ingin menikmati



keindahan terumbu karang Pantai Dato Majene. Selain paket wisata snorkling di Pantai
Dato Majene juga akan dibuat paket wisata wahana permainan air seperti banana boot,
jetski dan lain-lain. Selain wahana permainan air juga akan dibuat wahan permainan
untuk anak-anak seperi ATV dan Motor Trail kecil sehingga anak-anak dapat berkeliling
mengitari pantai. Untuk ibu-ibu di Pantai Dato Majene sendiri akan dibina dan dibuatkan
sebuah pelatihan untuk menambah pendapatan keluarga mereka. Ibu-ibu disana akan
dibina untuk membuka warung makanan di sekitar pantai yang menyediakan makanan
dan minuman yang khas daerah setempat. Selain membuat warung makanan ibu-ibu
disana juga akan diajarkan bagaimana caranya membuat souvenir atau cinderamata
untuk dijual kepada para wisatawan.

Begitulah rencana-rencana proses revitalisasi kawasan Pantai Dato Majene yang akan
dilaksanakan. Tujuan dari revitalisasi kawasan Pantai Dato Majene ini adalah
mengenalkan kepada orang-orang bahwa Pulau Sulawesi terutama di Kabupaten Majene
juga memiliki pantai pasir putih yang indah serta terumbu karang yang indah dan
berukuran raksasa yang memiliki potensi sangat besar menjadi wisata Pantai yang
menarik dan khas di Sulawesi Barat.

Selain itu, tujuan dari revitalisasi kawasan ini adalah untuk menambah pendapatan
daerah di sektor pariwisata dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta
menambah pendapatan ibu-ibu di Pantai DatoMajene. Untuk masalah pengelolaan
kawasan Pantai Dato Majene ini sepenuhnya akan diserahkan kepada masyarakat
sekitar untuk mengelolanya dengan terlebih dahulu, masyarakat sekitar Pantai
Dato Majene terlebih dahulu diberikan pelatihan-pelatihan oleh dinas terkait terutama
dinas Pariwisata. Sehingga dengan adanya Revitalisasi ini memberikan dampak positif

bagi mereka baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya dan masyarakat dapat



terlibat langsung dalam pengelolaannya dan tidak menjadi penonton di tempat mereka

sendiri.

Tabel 4.5

Jumlah Kunjungan Wisatawan Setiap Tahunnya di Kabupaten Majene:

No. | WISATAWAN | 2015 | 2016 | 2017 2018 KETERANGAN

1 | Manca Negara 79 84 101 146 Eropa & Asia

2 | Domestik 47.4 | 52.39 | 53.11 | 93.100 | Nusantara &
99 8 1 Lokal
JUMLAH 47.5 | 52.48 | 53.21 193.24
78 2 2 6

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene
Berdasarkan tabel jumlah kunjungan wisatawan diatas menunjukkan
bahwa setiap tahun meningkat mulai dari tahun 2015 sampai 2018 baik dari
manca negara maupun domestik. Kedepannya pengembangan pariwisata
Kabupaten Majene akan terus dilakukan sebagai salah satu potensi destinasi
wisata seperti pantai Dato Majene.
Tabel 4.6

Data Penerimaan Pajak dan Retribusi Pariwisata Daerah Kabupaten Majene:



No. JENIS TAHUN TARGET | REALISASI | KET.
RETRIBUSI | PENERIMAAN
1 | Tempat 2015 138.850.500,- | 143.735.500,- |  Over
Rek.& T
o arget
Pariwisata
o | Tempat 2016 139.500.000,- | 157.447.000,- |  Over
Rek.& T
o arget
Pariwisata
3 | Tempat 2017 140.000.000,- | 148.180.000,- | Over
Rek.& T
o arget
Pariwisata
4 ;e[(“gf‘t 2018 (5-12- | 266.628.000,- | 279.302.000,- |  Over
eK.& 2018) Target
Pariwisata
5 | Tempat 2019 310.020.000,- 0,- Over
Rek.& T
o arget
Pariwisata

Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene

Berdasarkan data penerimaan pajak dan retribusi pariwisata Kabupaten
Majene mengalami kenaikan/over target mulai dari 2015 sampai 2018,
Dikarenakan objek wisata yang ada di Kabupaten Majene meningkat setiap
tahunnya oleh karena itu pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Majene akan terus mengoptimalkan wisata-wisata yang ada di Majene
sebagai salah satu objek wisata yang diberikan kepercayaan masuk dalam

destinasi pariwisata nasional.

B. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato di
Kabupaten Majene.

1. Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi buah pikiran adalah yang diberikan masukan atau saran partisipasi

dalam ajang sono, petemuan atau rapat.




Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata terkait masalah Partisipasi Buah Pikiran mengtakan :

“Partisipasi buah pikiran yang diberikan masyarakat itu ada dalam proses
pengembangan destinasi pariwisata pantai dato contonya memberikan masukan-
masukan untuk pemerintah dalam tata kelola pantai dato, selain itu secara tidak
langsung pemerintah juga terbantu dengan adanya masyarakat”.

(Hasil wawancara MD, 05 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa
terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran sangatlah dibutuhkan dalam
membantu pemerintah dalam pengelolaan pariwisata pantai dato Kabupaten Majene.
Dari segi masyarakat lokal memiliki beberapa partisipasi buah pikiran namun masi
banyak masyarakat yang belum paham tentang tata kelola dalam persoalan manajemen
serta pengelolaan pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Kepala Seksi
Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata terkait Partisipasi Buah Pikiran
mengatakan :

“Pemikiran atau saran yang diberikan masyarakat dalam keikutsertaannya dalam
pengembangan partisipasi ada karena kita bisa lihat awal-awal sebelum anggaran
kemetrian masuk mereka sudah antusia dalam proses pengembangan destinasi
pariwisata pantai Dato Majene”. (Hasil wawancara HR,05 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa
terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran kesimpulan yang bisa kita ambil dalam
wawancara ini adalah masyarakat punya kesadaran untuk meningkatkan potensi-potensi
pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Ketua Kelompok
Sadar Wisata (POKDARWIS) yang biasa disubut Komunitas Lokal terkait Partisipasi Buah

Pikiran mengatakan :



“Sebelum ditangani sama pemerintah sudah ada komunitas lokal yang
mengelolah destinasi pantai Dato Majene,jadi dari segi partisipasi buah pikiran
sudah ada sebelum pemerintah kelola,seiring berjalannya waktu pemerintah
masuk untuk bekerja sama dengan komunitas lokal yang ada di pantai dato dan
dibuatkan SK oleh Bapak Bupati Majene sebagai bukti resminya komunitas lokal
ini dalam kerja sama antar pemrintah”. (Hasil wawancara HN,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa
terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran dari masyarakat sudah ada sebelum
pemerintah mengelolah pantai ini,karena sesuai dengan pernyataan komunitas lokal
yang ada di pantai Dato.oleh karena itu komunitas lokal harus dapat bersinerji dengan
pemerintah baik dari tata kelolanya maupun konsep manajemennya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya dengan masyarakat
Pantai Dato terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Pemerintah dan masyarakat sudah bekerja sama dengan baik dalam pengelolaan
pariwisata pantai Dato Majene ini namun terkadang ada beberapa masyarakat
entah itu masyarakat disini maupun pendatang sembarang membuang
sampahnya jadi ketika itu terus terjadi lama-kelamaan pantai Dato Majene akan
menjadi kotor, jadi untuk saran sebagai pengujung masyarakat atau pengujung
harus punya kesadaran tentang kebersihan”. (Hasil wawancara LN,06 Desember
2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa
terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran terkait yang dikemukakan informan
bahwa masyarakat juga harus punya kesadaran dalam kebersihan pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu masyarakat
terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Perkembangan pantai Dato sangat luar biasa bagi pemuda dan dinas pariwisata
dengan banyaknya solusi dan bauh pikiran dalam pengembangan pantai Dato
Majene, karena yang kita tahu bahwa pantai dato itu dulu sangat kotor, sebagai
saran kedepannya baik dari komuitas lokal bekerja sama dengan pemerintah
menyedikan buku-buku sebagai bahan perkenalan bahwa bukan hanya pantainya



dikenal tetapi dikenal dengan perkembangan literasinya”. (Hasil wawancara HS,06
Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa
terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran ada di Majene sebagai bahan
pengembangan pantai Dato Majene dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke
pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu masyarakat
terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Banyak partisipasi buah pikiran yang diberikan oleh masyarakat entah itu dari
masyarakat umum maupun masyarakat disekitar pantai Dato Majene yang saya
lihat,namun terkadang juga ada pengunjung yang tidak sadar akan kebersihan,jadi
untuk saran kedepan masyarakat harus sadar tentang pentingnya kebersihan
pantai Dato Majene”. (Hasil wawancara RN,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa
terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran lebih kepada masyarakatnya
bagaimana sadar akan kebersihan dalam menjaga kelestarian pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya masyarakat terkait
Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Sudah banyak pemikiran yang diberikan saran dari masyarakat dan pemrintah
dalam pengelolaan pantai ini,kita bisa lihat tata kelola yang diberikan masyarakat
lokal dan pemerintah dan saya sendiri lumayan puas dengan adanya pengelolaan
pantai Dato Majene ini, tetapi untuk saran kedepan agar pemerintah lebih
mengembangkan pantai Dato agar lebih menarik lagi untuk pengujung”. (Hasil
wawancara FF,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa
terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran dari masyarakat memberikan dampak
yang baik karena ada proses kerja sama antara pemerintah dan komunitas lokal dalam

pengelolaan pariwisata pantai Dato.



Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu masyarakat
terkait Partisipasi Buah Pikiran mengatakan :

“Kalau partisipasi buah pikiran sudah banyak saya lihat yang diberikan dalam
pengelolaan pariwisata ini entah dari masyarakat sekitaran pantai Dato maupun
dari teman-teman komunitas lokal contonya melaksanakan rapat tentang
bagaimana dan seperti apa pengelolaan pantai Dato,kami biasanya saling
memberikan masukan-masukan untuk pengelolaan pantai dato,ininya berbicara
partisipasi untuk pikiran mengelolah pantai dato itu selalu ada”. (Hasil wawancara
ML,06 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa
terkait dengan persoalan Partisipasi Buah Pikiran di pantai Dato Majene selalu ada
dalam proses pengelolaannya,contonhya rapat bersama atau rembuk bersama tentang
rencana-rencana pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partispasi Buah Pikiran yang
kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui
bahwa Partisipasi Buah Pikiran yang diberikan oleh masyarakat itu sudah ada sebelum
pemerintah mengelolah pantai Dato Majene, dengan demikian masyarakat ataupun
komunitas lokal sangatlah berperan penting dalam membantu pemerintah untuk proses
pengembangan pariwisata pantai Dato Majene.

2. Partsipasi Tenaga

Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk

perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisa terkait Partisipasi Tenagamengatakan bahwa :

“Partisipasi tenaga yang diberikan oleh masyarakat sudah ada namun belum
terlalu optimal, karena kami juga dari pemerintah dinas pariwisata sangat
memerlukan bantuan tenaga dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato



Majene.oleh karnanya kami dari dinas pariwisata membutuhkan bantuan-bantuan
yang bersifat tenaganya dari masyarakat secara umum dan terkhususnya secara
khusus masyarakat sekitar pantai Dato Majene.”

(Hasil wawancara MD,06Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa partisipasi tenaga dari masyarakat
sangatlah diperlukan oleh pemerintah setempat dalam hal ini dinas pariwisata
Kabupaten Majene dalam memberikan tenaganya demi optimalnya prose pengelolaan
pariwista pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi
Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Dari segi partisipasi tenaga dari masyarakat memang ada namun belum
sepenuhnya,kami mengharapkan ke depan dapat membantu pemerintah dalam
pengembangan dan ikut serta memberikan tenaganya karna kami juga
membutuhkan masyarakat untuk pengembangan serta pengelolaan pantai Dato
Majene”.

(Hasil wawancara HR,06 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa partisipasi tenaga dari masyarakat sangat
dibutuhkan dalam membantu pemrintah setempat untuk pengembangan serta
pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Ketua Kelompok
Sadar Wisata (POKDARWIS) yang biasa disubut Komunitas Lokal terkait Partisipasi Buah
Pikiran mengatakan :

“Partisipasi tenaga di pantai Dato Majene sudah ada kami selalu lakukan bahkan
sebelum pemerintah mengelolah ini pantai Dato kami sudah lakukan yang
namanya partisipasi tenaga, dan sekarang kami dari komunitas lokal (Pokdarwis)
sudah resmi bekerja sama dengan pemerintah melalui SK Bupati Majene”.

(Hasil wawancara HN,06 Desember 2018)



Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan pantai Dato
masyarakat selalu memberikan partisipasi tenaga bahkan sebelum pemrintah
mengelolah pantai Dato Majene masyarakat ataupun komunitas lokal telah memrikan
partisipasi untuk pengembangan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Kalau partisipasi tenaga saya liat masyarakat sudah ikut serta untuk membantu
pemerintah tapi tidak semua hanya beberapa masyarakat yang saya liat
memberikan partisipasi tenaga contonya masyarakat sekitaran pantai dan
komunitas lokal yang ada di pantai Dato Majene”.

(Hasil wawancara LN,06 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memberikan kontribusi
tenaga dalam proses pengembangan pantai Dato Majene meskipun belum ikut semua
dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat pak
Hamsahmengatakan bahwa :

“Partisipasi tenaga masyarakat sudah ada untuk pengembangan pantai Dato
karena kami dari masyarakat lokal selalu ikut dalam pengembangan pariwisata
pantai dato contonya melakukan pembersihan pantai dan segala macamnya”.
(Hasil wawancara HS,06 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa partisipasi tenaga dari masyarakat selalu
ada dalam pengembangan pariwisata Dato contohnya melakukan pembersihan

disekitaran pantai.



Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
Rinimengatakan bahwa :

“Partisipasi tenaga masyarakat saya lihat sudah ada tapi perlu peningkatan dalam
pengembangan pantai Dato Majene sangat diperlukan karna melihat kondisi
pantai Dato masi memerlukan pembenahan-pembenahan untuk dapat di kenal
sama masyarakat majene maupun pengunjung pantai Dato ”.

(Hasil wawancara RN,06 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan pantai Dato sagat di
perlukan untuk dapat berkembang sebagai pantai yang bisa dikenal oleh masyarakat
secara umum.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Biasa saya liat masyarakat membantu membersihkan pantai Dato Majene itu
sudah masuk kontribusi tenaganya masyarakat dalam pengelolaan pantai Dato
Majene”.

(Hasil wawancara FF ,06 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa selalu ada partisipasi tenaga yang diberikan
oleh masyarakat ataupun komunitas lokal yang ada disekitar pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni
Masyarakatmengatakan bahwa :

“Pantai Dato bagus sekali dikembangkan kami sebagai masyarakat lokal selalu ikut
serta dalam pengelolaan pantai ini,melihat juga dari segi pantai jarang-jarang ada
pantai seperti ini yang mempunyai terumbu karang serta pasir putih yang
indah.jadi masalah partisipasi tenaga dari kami selalu memberikan tenaga dalam
pengembangan pantai Dato ini ”.

(Hasil wawancara ML,06 Desember 2018)



Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Tenaga dapat disimpulkan bahwa sudah adamelihat juga dari segi pernyataan
informan bahwa pantai Dato patut untuk dikembangan sebagai salah satu objek wisata
yang indah di Majene melihat beberapa keindahan-keindahan yan g terkandung dalam
pantai Dato ini

Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Tenaga yang
kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui
bahwa Partisipasi Tenaga yang diberikan oleh masyarakat lokal sudah ada namun belum
terlalu optimal jadi kedepannya kita mengharapkan dalam proses pengembangan
pariwisata pantai Dato Majene masyarakat selalu ikut serta dalam pengembangan
maupun pengelolaan pantai Dato Majene.

3. Partisipasi Harta Benda

Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam bebrgai kegaiatan untuk

perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata terkait Partisipasi Harta Bendamengatakan bahwa :

“Berbicara partisipasi harta benda dari masyarakat belum ada karena dalam
pengelolaan ini kita memakai dana dari kementerian untuk pengelolaan pantai
Dato Majene ini.”

(Hasil wawancara MD,06Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Harta Bendadapat disimpulkan bahwa belum ada untuk partisipasi harta
benda dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi

Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :



“Belum ada untuk partisipasi harta benda dari masyarakat dalam pengelolaan
pantai Dato Majene kedepannya kami selaku pemerintah mengharapkan ada
kontribusi dalam harta benda sebagai bentuk partisipasi peunuh oleh masyarakat
secara umum”.

(Hasil wawancara HR,06 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Harta Bendadapat disimpulkan bahwa belum ada partisipasi masyarakat
untuk harta benda kedepannya diharapkan masyarakat dapat membantu pemerintah
dalam proses pengelolaan pariwisata pantai Dato Majene ini.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Ketua Kelompok
Sadar Wisata (POKDARWIS) yang biasa disubut Komunitas Lokal terkait Partisipasi Buah
Pikiran mengatakan :

“Partisipasi harta benda belum ada dari masyarakat karena rata-rata disini orang

yang mebutuhkan juga kerjaan jadi mereka hanya bisa mebantu dari segi

I”

partisipasi tenaga pikiran dl
(Hasil wawancara HN,06 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Harta Bendadapat disimpulkan bahwa partisipasi harta benda untuk
pengelolaan pantai Dato itu belum ada karena disekitar pantai Dato masyarakat rata-
rata masi membutuhkan pekerjaan atau belum mampu untuk memebrikan kontibusi
harta benda.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Partisipasi harta benda dalam masyarakat masi kurang karena melihat kondisi
yang ada rata-rata masyarakat disekitaran pantai Dato ini memang belum ada
yang nampak,disisi lain masyarakat disekitaran pantai rata-rata kurang
perekonomian”

(Hasil wawancara RN,06 Desember 2018)



Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Harta Bendadapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi harta benda belum
ada karena melihat kondisi masyarakat lokal dari segi perekonomiannya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Partisipasi harta benda dari masyarakat belum ada untuk sampai sekarang dalam
pengelolaan pariwisata pantai Dato,tetapi untuk partisipasi yang lain seperti
partisipasi tenaga itu selalu dilakukan oleh masyarakat maupun komunitas lokal
yang ada di Kabupaten Majene”.

(Hasil wawancara HS,06 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Harta Bendadapat disimpulkan bahwa belum ada partisipasi harta benda
karena melihat kondisi masyarkat minim dalam konteks partisipasi harta benda.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Peningkatan pantai Dato sangat diinginkan oleh masyarakat majene sebagai
objek wisata yang bisa dikenal untuk kalangan wisatwan daerah maupun luar
daerah, untuk itu pemerintah dan masyarakat harus dapat bersinerji dalam proses
pengembangan pantai Dato Majene kalau masalah partisipasi harta benda dari
masyarakat belum ada karena masyarakat juga masi minim untuk partisipasi harta
benda”.

(Hasil wawancara RN,06 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Harta Bendadapat disimpulkan bahwa melihat kondisi masyarakat mereka
belum mampu untuk memberikan partisipasi harta benda, tetapi dari segi partisipasi
yang lain masyarakat sudah melalukan.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat

mengatakan bahwa :



“Pengelolaan pariwisata Dato sangat strategis untuk dikembangkan sebagai objek
wisata nasional sesuai dengan penunjukan Kabupaten Majene dari Kementerian
Majene masuk sebagai destinasi pariwisata nasional, untuk itu masyarakat serta
pemerintah harus dapat meberikan kontribusi dalam pengelolaan pantai Dato.dan
untuk partisipasi harta benda dari kalangan masyarakat yang saya tahu belum ada
yang kita tahu bahwa untuk mengelolah pantai Dato sudah ada dana dari
kementerian”.

(Hasil wawancara FF,06 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Harta Bendadapat disimpulkan bahwa belum ada karena masyarakat juga
sudgah tahu bahwa untuk mengelolah pariwisata pantai Dato dusah ada dana dari
kementrian.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Partisipasi harta benda belum ada karna melihat kondisi masyarakat di sekitaran
pantai Dato kurang untuk perekonomiannya,jadi untuk partisipasi harta benda itu
dialihkan ke pemerintah daerah dalam pengembangan pantai Dato”.

(Hasil wawancara ML,06 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Harta Bendadapat disimpulkan bahwa belum ada karena melihat kondisi
masyarakat sangat minim dari segi partisipasi harta benda. Tetapi kita berharap bahwa
kedepannya masyarakat dapat memberikan partisipasi harta benda dalam membantu
pemerintah untuk mengeolah pantai Dato.

Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Harta Benda yang
kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui
bahwa Partisipasi Harta Benda belum ada baik dari segi masyarakat secara umum
maupun masyarakat lokal disekitar pantai Dato Majene, yang masyarakat tahu bahwa

untuk pembiayaan dalam pengelolaan pantai Dato sudah ada dana dari kementrian,



Oleh karena itu kedepannya kita berharap untuk partisipasi harta benda dari masyarakat
sebagai penunjang/pendukung dalam perkembangan pariwisata pantai Dato Majene.

4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran

Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong

aneka ragam bentuk usaha dan industri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata terkait Partisipasi Keterampilan dan Kemahiranmengatakan bahwa :

“Partisipasi keterampilan dan kemahirihan dari masyarakat sudah ada tetapi perlu
dikembangkan,makanya kami dari pemerintah melakukan kerja sama dengan
kominitas lokal atau kelompok sadar wisata untuk membina masyarakat dalam hal
keterampilan dan kemahiran.”

(Hasil wawancara MD,07Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Keterampilan dan Kemahirandapat disimpulkan bahwa partisipasi
keterampilan dan kemahiran pemerintah berusaha untuk mengembangkan baik dari
keterampilan maupun kemahiran, sebagai salah satu daya tarik wisatawan untuk
berkunjung ke pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya vyakni Kepala Seksi
Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Sudah ada untuk partisipasi dari masyarakat dalam hal keterampilan dan
kemahiran namun belum sepenuhnya optimal dikarenakan kita masi
membuthkan  orang-orang atau  masyarakat untuk  memperlihakan
keterampilannya dalam bidang pengembangan pariwisata contohnya pembuatan
petaka-petaka yang mengajak pengunung pantai untuk selalu mengutamakan
kebersihan pantai Dato”.

(Hasil wawancara HR,07 Desember 2018)



Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Keterampilan dan Kemahirandapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat
sudah ada namun belum optimal,untuk itu dari pemerintah berharap masyarakat
memberikan kontibusinya dalam keterampilan dan kemahiran.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Ketua Kelompok
Sadar Wisata (POKDARWIS) yang biasa disubut Komunitas Lokal terkait Partisipasi Buah
Pikiran mengatakan :

“Kami dari komunitas lokal yang tergabung dalam kelompok sadar wisata selalu
melakukan hal-hal yang baru dalam pengembangan serta pengelolaan pantai
Dato,namun sisi lain kami juga biasa kekurangan alat dalam membuat
keterampilan atau kemahiran kepada masyarakat disekitar pantai .untuk itu kalau
bisa alat untuk membuat keterampilan seperti khas ole-ole pantai diperadakan
oleh pemerintah agara supaya kami juga dari komunitas lokal dapat memberikan
pemahaman atau mensosialisasikan kepada masyarakat dalam partisipasi
keterampilan dan kemahiran”.

(Hasil wawancara HN,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Keterampilan dan Kemahirandapat disimpulkan bahwa keterampilan dan
kemabhiran selalu dilakukan dari komunitas lokal yang tergabung dalam kelompok sadar
wisata, namun terkadang terkendala alat-alat untuk melakukan keterampilan dan
kemahiran.Oleh karenanya pemerintah baiknya menyediakan alat-alat untuk dipakai
masyarakat untuk mengelolah pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Saya melihat biasanya selalu ada kegaiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para

komunitas lokal bersama masyarakat disekitaran pantai Dato contonya
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pembuatan petaka,gasebo dl
(Hasil wawancara LN,07 Desember 2018)



Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Keterampilan dan Kemahirandapat disimpulkan bahwa sudah ada untuk
partisipasi keterampilan dan kemahiran baik dari pembuatan gazebo, petaka-petaka
sehingga pantai dato menjadi indah.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Partisipasi keterampilan dan kemahiran dari masyarakat sangat dibutuhkan
dalam proses pengembangan pantai Dato Majene agar pantai ini terkenal dengan
keindahan-keindahan yang ada, dalam proses inilah perlu adanya keterampilan
yang dibuat oleh komunitas lokal bersama masyarakat sebagai salah satu poin
untuk pengembangan pantai Dato”.

(Hasil wawancara HS,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Keterampilan dan Kemahirandapat disimpulkan bahwa dari segi partisipasi
keterampilan dan kemahiran dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai salah satu
indikator dalam pengembangan pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Keterampilan yang dibuat masyarakat biasanya saya liat sudah ada namun belum
terlalu banyak perlu ada pengembangan lagi dalam proses pengembangan pantai
Dato”.

(Hasil wawancara RN,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Keterampilan dan Kemahirandapat disimpulkan bahwa sudah ada namun
perlu adanya perkembangan lebih baik lagi untuk menarik daya tarik wisatawan untuk

berkunjung di pantai Dato Majene.



Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Proses partisipasi masyarakat dalam keterampilan dan kemahiran membantu
pemerintah dalam pengembangan pantai ini,saya liat biasanya ada kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh komunitas lokal bersama masyarakat seperti
pembuatan gasebo dll,namun belum sepenuhnya aktif dalam keterampilan
masyarakat masi kurang dan masi butuh pengembangan kemahiran lainnya”.
(Hasil wawancara FF,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Keterampilan dan Kemahirandapat disimpulkan bahwa sudah ada tetapi perlu
ada perkembangan lebih baik lagi dan pemerintah serta masyarakat harus tetap
bersinerji dalam pengembangan pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Melihat partisipasi masyarakat dan teman-teman komunitas lokal dalam bidang
keterampilan sudah ada dan selalu ada inisiatif cuman saya liat teman-teman
komunitas ini masi kurang dalam bidang SDM dan alat atau bahan untuk dipakai
dalam proses partisipasi keterampilan dan kemahiran”.

(Hasil wawancara ML,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Keterampilan dan Kemahirandapat disimpulkan bahwa sudah ada partisipasi
keterampilan dan kemahiran tetapi melihat kondisi masi kekurangan sumber daya
manusianya (SDM), Untuk itu perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat
secara umum untuk mengajak pentingnya pengembangan pariwisata.

Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Keterampilan dan
Kemahiran yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan

dapat diketahui bahwa Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran sudah ada dari berbagai



masyarakat, Namun perlu adanya pengembangan lebih baik lagi baik dari segi sumber
daya manusianya maupun dari segi keikutsertaan dan kesadaran masyarakat secara
umum tentang pentingnya paengembangan pariwisata pantai Dato Majene.
5. Partisipasi Sosial
Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban,misalnya turut
arisan, koperasi, layad (dalam pereristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa
pernikahan), nyambulang, mulang sambung.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata terkait Partisipasi Sosialmengatakan bahwa :

“Partisipasi sosial dalam masyarakat selalu antusias dalam pengembangan
pariwisata namun hanya beberapa orang saja seperti komunitas lokal atau
kelompok sadar wisata di pantai Dato Majene,kita berharapnya bukan hanya
sebagian orang saja ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata pantai Dato
tetapi seluruh masyarakat Majene harus ikut serta dalam proses pengembangan
pantai ini”

(Hasil wawancara MD,07Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Sosialdapat disimpulkan bahwa partisipasi sosial masyarakat antusias dalam
pengembangan pantai Dato, Namun untuk secara umum belum semua ikut dalam
pengembangan pantai Dato jadi perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk
keikutsertaannya dalam proses pengambangan pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi
Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Dalam partisipasi sosial masyarakat kami dari pemerintah senantiasa selalu saling
memberikan masukan tentang pengelolaan pantai Dato,entah itu dari segi
pengelolaannya maupun pengembangannya sebagai salah satu bentuk kerja sama
dan gotong royong dalam mengembangakan pantai Dato Majene”.

(Hasil wawancara HR,07 Desember 2018)



Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Sosialdapat disimpulkan bahwa partisipasi sosial selalu ada untuk
pengembangan pantai Dato, Baik dari segi pengelolaannya maupun gotong royong
untuk pengembangan pantai Dato.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya yaitu Ketua Kelompok
Sadar Wisata (POKDARWIS) yang biasa disubut Komunitas Lokal terkait Partisipasi Buah
Pikiran mengatakan :

“Kalau untuk partisipasi sosial kami dari komunitas lokal selalu berusaha untuk
melakukan itu,kami biasaya mengajak masyarakat untuk serta dalam
berpartisipasi untuk pantai Dato baik dari segi pengelolaan,pengembangan serta
keindahan.tetapi hanya beberapa orang saja yag sadar akan hal itu jadi biasa kami
kewalahan karna kurangnya sumber daya manusianya”.

(Hasil wawancara HN,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Sosialdapat disimpulkan bahwa komunitas lokal selalu berusaha untuk
melakukan itu, namun hanya beberapa orang saja nyang sadar akan penmgembangan
pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Partisipas sosial masyarakat selalu terlihat dan nampak tetapi hanya beberapa
orang yang biasa saya lihat mungkin itulah kenapa partisipasi sosial masi
kurangnya kesadaran masyarakat secara umum tentang pengelolaan pantai
Dato”.

(Hasil wawancara LN,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Sosialdapat disimpulkan bahwa selalu terlihat dan Nampak namun hanya

beberapa saja yang maun dan yang ikut dalam proses pengelolaan pantai Dato Majene.



Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Pengembangan partisipasi sosial masyarakat menjadi peran penting dalam
membantu pemerintah menurut saya,karna harus selalu bekerjasama anatara
masyarakat atau komunitas lokal dan pemerintah dalam pengembangan pantai
Dato dan saya liat dari segi partisipasi sosial masi kurang perlu ada
pengembangan”.(Hasil wawancara HS,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Sosialdapat disimpulkan bahwa konteks partisipasi social menjadi peran
sangat penting dalam proses pengelolaaan pantai Dato, Tetapi harus lebih baik lagi
kedepannya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Partisipasi sosial masyarakat sudah ada namun kurang efektif ini penting demi
kelancaran pengelolaan pantai Dato selain membantu pemerintah masyarakat
atau komunitas lokal juga memberikan dampak positif dalam memberikan
kontribusi sosialnya untuk pengembangan wisata Dato”.

(Hasil wawancara RN,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Sosialdapat disimpulkan bahwa sudah ada namun kurang efektif karena
melihat kondisi masyarakat masi kurang dalam keikutsertaannya dalam proses
pengembangan pantai Dato, pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang
pentingnya pengembangan pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Kalau saya melihat sudah baik partisipasi sosial nya namun perlu ditingkatkan lagi
untuk kelancaran dalam mengembangkan wisata Dato ini,selain memiliki dampak
positif masyarakat disekitaran pantai juga merasa senang apabila sekitaran pantai



Dato rame karna yang kita tahu bahwa sekitaran pantai Dato ini dulunya sangat
sunyi ”.
(Hasil wawancara FF,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Sosialdapat disimpulkan bahwa partisipasi sosialnya sudah baik namun perlu
ada peningkatan sebagai salah satu indicator kelancaran dalam mengembangkan pantai
Dato, Disisi lain masyarakat akan merasa senang ketika pantai Dato rame dengan
kunjungan wisatawan dari berbagai daerah.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Saya melihat partisipasi sosial dari masyarakat masi perlu pembenahan seperti
kesadaran masyarakat tentang keikutsertaan dalam gotong royong untuk saling
membantu  dalam  pengembangan dan  pengelolaan pantai Dato
Majene,kedepannya agar masyarakat sadar bahwa bukan hanya menikmati tetapi
ikut serta dalam pengembangan pantai Dato”.

(Hasil wawancara ML,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Sosialdapat disimpulkan bahwa partisipasi social masi perlu pembenahan baik
dari segi kesadarannya maupun keikutsertaannya dalam proses pengembangan pantai
Dato Majene, Masyarakat juga akan merasa senang ketika pantai Dato rame dengan
kunjungan wisatawan dari berbagai daerah diluar dari Majene.

Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Sosial yang
kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui
bahwa Partisipasi Sosial partisipasi sosial sudah ada namun perlu ada pengembangan
lebih baik lagi, karna kita melihat bahwa masi banyak masyarakat yang belum sadar akan

keikutsertannya dalam proses pengembangan pantai Dato Majene.Oleh karena itu perlu



adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat agar proses
pengelolaan,pengembangan dan manajerial nya baik sesuai yang diharapkan.
C. Pendekatan Masyarakat Dalam Pemgelolaan Pariwisata Pantai Dato di Kabupaten
Majene
1. Partispasi Pasif dan Pelatihan Informasi
Tipe komunikasi satu arah seperti antara guru sdan muridnya yang ditetapkan
diantara staf proyek dan masyarakat setempat pada saat kunjungan ke desa. Paket-
paket teknis yang berbeda diiklankan kepada masyarakat untuk menerimanya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata terkait Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasimengatakan bahwa :

“Dari pemerintah kami sudah melakukan kerja sama dengan komunitas lokal
dalam hal ini kelompok sadar wisata di pantai Dato,kemungkinan besar kerja
sama ini akan terus berjalan sebagai salah satu indikator untuk pengembangan
dan pengelolaan pantai Dato,kami berharap kepada masyarakat selalu bersiner;ji
dengan kami karena nantinya bukan hanya pemerintah yang akan merasakan
dampak positifnya tetapi masyarakat lokal juga secara umum”

(Hasil wawancara MD,07Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasidapat disimpulkan bahwa pemerintah selalu
bekerja sama dengan komunitas lokal dalam hal ini kelompok sadar wisata pantai Dato
Majene, kedepannya akan terus berjalan untuk kerja sama dalam pengelolaan pantai
Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi
Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Partisipasi dan pelatihan informasi ini lebih berkaitan dengan pemerintah,namun
kami biasa melakukan pelatihan-pelatihan tentang pariwisata yang bekerja sama
dengan komunitas lokal atau kelompok sadar wisata,namun terkadang
masyarakatnya juga kurang sadar contonya seperti ketika pelatihan sudah



berlangsung masyarakat kadang tidak mengimplementasikan sesuai dengan
materi yang ada”.
(Hasil wawancara HR,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasidapat disimpulkan bahwa lebih berkaitan
dengan pemerintah karena menyangkut tentang pelatihan informasi dari pemerintah
untuk di transfer ke masyarakat,dari segi palatihan sudah dilakukan namun terkadang
masyarakat belum mengimplementasikan secara optimal.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Ketua Komunitas
Lokal atau (POKDARWIS) Kelompok Sadar Wisata mengatakan bahwa :

“Dalam bidang partisipasi pasif dan pematihan informasi komunitas lokal atau
kelompok sadar wisata telah melakukan pelatihan yang bekerja sama dengan
pemerintah,guna memberikan masukan-masukan untuk pengembangan pantai
Dato Majene dan ada beberapa kegiatan-kegaiatan yang bersifat membantu
masyarakat untuk pengetahui tata cara pengelolaan yang baik ”.(Hasil wawancara
HN,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasidapat disimpulkan bahwa sudah ada dilakukan
oleh pemerintah yang bekerja sama dengan komunitas lokal yang tergabung dalam
kelompok sadara wisata pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Saya secara pribadi sebenanya belum tahu apakah partisipasi pasif dan pelatihan
informasi ini sudah dilaksanakan di pantai Dato utnuk masyarakat atau komunitas
lokal,demi suksesnya pengembangan serta pengelolaan pantai Dato perlu adanya
pelatihan-pelatihan tentang pengembangan objek wisata”.(Hasil wawancara
LN,08 Desember 2018)



Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasidapat disimpulkan bahwa perlu adanya
pelatihan-pelatihan dari pemerintah tentang tata cara pengelolaan dan pengembangan
pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Menurut saya partisipasi pasif di pantai Dato masi perlu ditingkatkan karena
melihat kondisi masyarakat lokal juga masi minim dengan tata cara pengelolaan
pariwisata yang baik dan benar,jadi kedepannya sebaiknya masyarakat dan
pemerintah harus bekerja sama dalam pengembangan pantai Dato ini”.(Hasil
wawancara HS,08Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasidapat disimpulkan bahwa perlu adanya
peningkatan lebih baik kedepannya karena melihat kondisi masyarakat masi banyak
yang belum paham secara optimal tenatang proses pengelolaan pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Kalau partisipasi pasif dalam mengembangkan pariwisata itu sangat mendukung
namun yang saya lihat belum terlalu baik perlu adanya pelatihan-pelatihan yang
lebih optimal lagi untuk pengembangan wisata pantai Dato,melihat masyarakat
juga yang belum paham sepenuhnya tentang pengelolaan yang baik”.(Hasil
wawancara RN,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasidapat disimpulkan bahwa partisipasi pasif dan
pelatihan informasi sangat di perlukan untul masyarakat sebagai tolak ukur
pengembangan dan pengelolaan pantai Dato Majene. Karena kita melihat bahwa

masyarakat masi minim dari segi pelatihan-pelatihan informasi.



Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Ketika melihat kondisi masyarakat dalam partisipasi pasif dan pelatihan informasi
masi minim karena yang saya lihat hanya beberapa orang saja yang paham
tentang pengelolaan wisata yang baik,untuk itu perlu memberikan masukan-
masukan dari pemerintah untuk masyarakat tentang pengelolaan yang baik serta
dapat memberikan masukan-masukan kepada masyarakat untuk dipahami
paham”.(Hasil wawancara FF,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasidapat disimpulkan bahwa masi minim dari segi
partisipasi pasif dan pelatihan informasi untuk itu kedepannya perlua danya pelaihan-
pelatihan selanjutnya dalam konteks pengembangan dan pengelolaannya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Kita harus tahu kondisi masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata masi
kurang,memang sudah ada beberapa pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh
pemerintah dinas pariwisata.tapi untuk lebih mengembangkan itu pelatihan
seperti itu harus tetap berkelanjutan sebagai patnert pemerintah dalam bekerja
sama untuk pengembangan pantai Dato ”.
(Hasil wawancara ML,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasidapat disimpulkan bahwa sudah ada beberapa
pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah, namun perlu adanya pelatihan-
pelatihan berkelanjutan sebagai salah satu unsur untuk pengembangan pariwisata
pantai Dato Majene.

Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Pasif dan
Pelatihan Informasi yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama

dilapangan dapat diketahui bahwa Partisipasi Pasif dan Pelatihan Informasi sudah ada



beberapa pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, namun masi perlu
pengembangan yang berkelanjutan, disisi lai masyarakat juga terkadang masi banyak
yang belum mengimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu pemerinhtah harus
tetap melakukan pelatihan berkelanjutan untuk masyarakat demi pemahaman kepada
masyarakat tentang pengelolaan yang baik dan sistematis.
2. Sesi Partisipasi Aktif
Dialog dan komunikasi dua arah memberikan kepada masyarakat kesempatan
untuk berinteraksi dengan npetugas penyuluh dan pelatih dari luar. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terkait
Sesi Partisipasi Aktifmengatakan bahwa :

“Untuk sesi partisipasi aktif masyarakat beserta komunitas lokal atau kelompok
sadar wisata (POKDARWIS) alhamdulillah mereka sangat antusia dalam proses
pengembangan pantai Dato,tetapi kami dari pemerintah masi banyk kendala
seperti contonya hanya beberapa masyarakat yang sadar akan keikutsertaan
dalam pengebangan pantai Dato.kita berharap kedepannya masyarakat secara
umum Majene harus semua ikut serta dalam membantu pemerintah untuk
pengembangan wisata Dato”. (Hasil wawancara MD,07Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Sesi
Partisipasi Aktifdapat disimpulkan bahwa sesi partisipasi aktif hanya beberapa
masyarakat yang ikut dalam pengembangan dan pengelolaan pantai Dato,
dikarekanakan masyarakat secara umum belum mempunyai kesadaran dalam proses
pengembangan pantain Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi
Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Sesi partisipasi aktif dari masyarakat lokal atau komunitas lokal sudah baik tetapi
perlu ada pengembangan lebih baik kedepannya untuk menjadi teman kerja sama
pemrintah dalam pengelolaan serta pengembangan agar para wisatawan yang
berkunjung bisa melihat bahwa antara pemrintah dan masyarakat lokal atau



komunitas lokal selalu bekerja sama dengan baik dan menjadi contoh untuk
Kabupaten Majene sebagai destinasi wisata yang dapat untuk ditiru,kita
berharapnya seperti itu ke depan”.

(Hasil wawancara HR,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Sesi
Partisipasi Aktifdapat disimpulkan bahwa pemerintah dan komunits lokal atau kelompok
sadar wisata selalu berusaha untuk dapat bekerja sama dalam pengembangan pantai
Dato, Sebagai contoh destinasi wisata yang dapat ditiru oleh para wisatawan baik dalam
negeri maupun luar negeri.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Ketua Komunitas
Lokal (POKDARWIS) Kelompok Sadar Wisata mengatakan bahwa :

“Kami dari masyarakat lokal atau komunitas lokal selalu antusias dalam
pengembangan pantai Dato ini, kami sudah mempunyai SK dari Bupati untuk
bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan pantai Dato Majene.kami
juga berharap kedepannya keseluruhan masyarakat Majene dapat bergabung
untuk memberikan partisipasinya”.

(Hasil wawancara HN,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Sesi
Partisipasi Aktifdapat disimpulkan bahwa komunitas lokal yang tergabung dalam
kelompok sadara wisata selalu antusias dalam pengembangan pantai Dato, dan
kedepannya kita berharap agar masyarakat secara umum dapat berkontribusi dalam
peningkatan pariwisata pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Menurut saya sesi partisipasi aktif masi kurang maunya itu keseluruhan
masyarakat Majene harus ikut serta dalam hal pengembangan wisata Dato,karena
ketika pantai Dato ini sudah lebih baik yang akan merasakan masyarakat juga
pasti jadi semua baiknya ikut serta dalam proses pengembangan pantai Dato
Majene”.(Hasil wawancara LN,08 Desember 2018)



Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Sesi
Partisipasi Aktifdapat disimpulkan bahwa sesi partisipasi aktif masi kurang untuk
keseluruhan masyarakat Majene, kedepannya kita berharap masyarakat secara umum
harus ikut berpartisipasi baik dari segi pengelolaan maupun pengembangnnya karena
ketika pantai Dato sudah berkembang masyarakat secara umum yang akan
merasakannya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Kalau saya proses partisipasi aktif masyarakat sudah baik namun perlu ada
pembenahan lagi dan kesadaran karna kita biasa lihat hanya beberapa orang saja
yang mau saling membantu,untuk itu kedepannya bagus ketika masyarakat sadar
akan pentingnya dikelola pantai Dato sebagai salah satu daya tarik wisatawan
untuk dikunjungi”.(Hasil wawancara HS,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Sesi
Partisipasi Aktifdapat disimpulkan bahwa perlu adnaya pembenahan dan kesadaran
masyarakat karena hanya beberapa orng saja vyang ikut serta dalam
berkontribusi,pemerintah harus banyak mensosialisasikan tentang pengelolaaan pantai
Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Seperti yang kita lihat bahwa partisipasi aktif dari masyarakat sudah ada tinggal
dikembangkan dengan baik,karna masyarakat juga perlu ruang untuk belajar
dalam hal pengelolaan pariwisata yang baik”.

(Hasil wawancara RN,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Sesi

Partisipasi Aktifdapat disimpulkan bahwa sudah ada tinggal dikembangkan dengan baik



selanjutnya perlu adanya ruang belajar bagi masyarakat dalam hal pengembangan
pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Sesi partisipasi aktif wajib dilakukan oleh masyarakat lokal sebagai teman kerja
sama pemerintah dalam pengelolaan pantai Dato,kedepannya kita mengharapkan
ada kegiatan-kegiatan yang dapat menarik wisatwan untuk berkunjung di pantai
Dato Majene”.(Hasil wawancara FF,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Sesi
Partisipasi Aktifdapat disimpulkan bahwa sesi partisipasi aktif wajib dilakukan oleh
masyarakat sebagai parnert pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan pantai
Dato, dan kedepannya kita berharap supaya kedepan ada kegiatan-kegiatan yang dapat
menarik wisatawan untuk berkunjung di pantai Dato. Di sisi lain kita berharap proses
kerja sanma antar pemerintah dan masyarakat serta komunitas lokal tetap berjalan
sebagai tolak ukur pengembangan pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Kalau partisipasi aktif masi perlu pembenahan dalam masyarakat karna biasa ada
masyarakat yang mau berpatrisipasi tetapi tidak tahu apa yang akan dikerjkan,jadi
kedepannya harus ada pelatihan-pelatihan untuk masyarakat tentang pengelolaan
pantai Dato yang baik dan benar”.

(Hasil wawancara ML,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek Sesi
Partisipasi Aktifdapat disimpulkan bahwa partisipasi aktif masi perlu pembenahan dalam
masyarakat dikarekanakan banyak yang dari masyarakat masi butuh arahan-arahan

tentang tata kelola pantai Dato dengan baik.



Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Sesi Partisipasi Aktif yang
kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan dapat diketahui
bahwa Sesi Partisipasi Aktif sudah baik dari masyarakat tetapi perlu pembenahan lagi
dan partisipasi aktif yang berkelanjutan, pemerintah dan masyarakat harus tetap bekerja
sama dalam hal proses pengembanagn serta pengelolaan pantai Dato, selanjutnya sesi
partisipasi aktif ini sangat membantu pemerintah karena melihat dari sumber daya
manusianya dari pemerintah tidak cukup untuk menegelolah pantai Dato. Untuk itu
masyarakat serta komunitas lokal yang tergabung dalam kelompok sadar wisata harus
tetap membantu pemerintah demi baiknya pengelolaan dan pengembangan pantai Dato
Majene.

3. Partisipasi dengan Keterikatan
(Pendekatan “kontrak tugas yang dibayar”: bila anda melakukan ini, maka
proyek akan melakukan itu).Masyarakat setempat tidak baik sebagai pribadi ataupun
kelompok kecil, diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggungjawab
atas setiap kegiatan pada masyarakat dan juga pada proyek. Manfaatnya : dapat
dibuat modifikasi seiring tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi

Pariwisata terkait Partisipasi dengan Keterikatanmengatakan bahwa :

“Partisipasi keterikan sudah ada komunitas lokal yang bekerja sama dengan
pemerintah untuk pengelolaan pantai Dato, seperti aturan-aturan yang akan
dilakukan baik dari pemerintah maupun komunitas lokal atau kelompok sadar
wisata”. (Hasil wawancara MD,07Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi dengan Keterikatandapat disimpulkan bahwa sudah ada aturan-aturan

tentang kerja sama antara pemerintah dan komunitas lokal yang tergabung dalam



kelompok sadar wisata pantai Dato tinggal perlu adanya komunikasi yang baik secara
berkelanjutan.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi
Pengembangan Kemitraaan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :

“Partisipasi keterikanatan jadi pemerintah dan komunitas lokal yang ada di pantai
Dato itu sudah ada aturan tentang kerja samanya dalam pemeliharaan dan
pengelolaan pantai Dato”.(Hasil wawancara HR,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi dengan Keterikatandapat disimpulkan bahwa sudah ada kerja sama
pemerintah dan komunitas lokal baik dari segi pemeliharaannya maupun tata kelolanya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Ketua Komunitas
Lokal Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) mengatakan bahwa :

“Kalau masalah keterikatan sudah ada karena sesuai SK Bupati Majene yang
memberikan wewenang antara pemerintah dians pariwisata dan komunitas lokal
untuk bekerjasama dalam hal pengembangan,pengelolaan dan pemeliharaan
seperti contonya hasil dari kas pantai Dato dibagi antara pemerintah dan
komunitas lokal 45 % pemerintah, 45% komunitas lokal dan 10 persen untuk
pemeliharaan seperti kebersihan”.(Hasil wawancara HN,07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi dengan Keterikatan dapat disimpulkan bahwa sudah ada sesuai dengan surat
keputusan (SK) Bupati Majene tentang pengangkatan kelompok sadar wisata untuk
pengelolaan pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Kalau saya belum terlalu tahu tentang partiipasi keterikatan antara pemerintah
dan komunitas lokal,tapi biasa saya lihat antara masyarakat dan pemerintah saling
bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekitaran pantai Dato
Majene”.(Hasil wawancara LN,08 Desember 2018)



Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi dengan Keterikatandapat disimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat
saling bekerja sama dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan disekitar pantai Dato
Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Partisipasi keterikatan masyarakat dalam ikut serta sangat dibutuhkan sebagai
indikator penunjang untuk ada batasan-batasan dari pihak pemerintah maupun
masyarakat lokal tetapi yang kita lihat terkadang beberapa masyarakat belum
sadar akan hak dan tanggung jawab bersama ”.

(Hasil wawancara HS,08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi dengan Keterikatandapat disimpulkan bahwa partisipasi keterikatan
masyarakat sangat diperlukan sebagai penunjang untuk pengelolaan pantai Dato
Majene, namun beberapa masyarakat masi banyak yang belum sadar akan hak dan
tanggung jawabnya.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Partisipasi kerikatan antara pemerintah dan komunitas lokal saya lihat sudah ada
dengan terbitnya beberapa aturan-aturan yang saling mengikat dalam proses
pengembangan pantai Dato”.(Hasil wawancara RN, 08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi dengan Keterikatan dapat disimpulkan bahwa sudah ada beberapa aturan-
aturan yang mengikat untuk tata kelola pantai Dato dan pengembangannya, kedepnnya
kita berharap agar supaya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat bias bekerja

sama dengan baik.



Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Salah satu bentuk keinginan masyarakat dalam pengembangan pantai Dato
dengan ikutnya mereka berpartisipasi seperti contohnya partisipasi keterikatan
dengan pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan aturan yang
ada,namun  belum sepenuhnya masyarakat ikut serta dalam hal
pengelolaannya.kedepannya bagus ketika sudah saling memberikan masukan
yang disertai dengan aturan-aturan yang ada”.

(Hasil wawancara FF, 08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi dengan Keterikatan dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya
iku serta dalam pengelolaan pantai Dato,dikarenkan masyarakat belum sadar secara
umum tentang pelestarian pantai Dato kedepannya masyarakat dan pemerintah harus
saling memberikan masukan-masukan tentang tata kelola pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Yang saya lihat Komunitas lokal dan pemerintah selalu bersinerji dalam
pengelolaan pantai Dato majene dan sudah ada kesepakatan atau aturan yang
mengikat dalam pengelolaan pantai Dato, komunikasi juga saya liaht sudah baik
tinggal dikambangkan”.(Hasil wawancara ML, 08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi dengan Keterikatandapat disimpulkan bahwa pemerintah dan komunitas
lokal selalu bersinerji apalagi sudah ada aturan-aturan yang saling membantasi dari segi
pengelolaan dan pengembangan tinggal komunikasinya dikembangkan.

Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi dengan

Keterikatan yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan



dapat diketahui bahwa Partisipasi dengan Keterikatan sudah bain namun perlu adanya
komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sebagai salah satu unsur
pengembangan pantai Dato, disisi lain sudah ada aturan-aturan yang saling mengikat
dalam hal tata kelola pantai Dato Majene.

4. Partisipasi Atas Permintaan Setempat

(Pendekatan “Partisipatory Rural Appraisal”dan kegaiatan proyek berfokus lebih
kegiatan penelitian, pendekatan yang didorong oleh permintaan).Kegiatan proyek lebih
berfokus lebih pada menjawab kebutuhan yang dinyatakan oleh masyarakat setempat,
bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan oleh orang luar. Metode yang dipakai
adalah motivasi dan animasi bukan “menjual atau mendorong”. Pertanyaan sukarela

dan permintaan untuk bantuan serta lebih banyak informasi jelas diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata terkait Partisipasi Atas Permintaan Setempatmengatakan bahwa :

“Partisipasi permintaan setempat atau komunitas lokal antusias dalam ikut serta
pengembangan destinasi wisata pantai Dato ini akan membantu
pemerintahdalam pengembangan-pengembangan yang berkelanjutan,dengan
adanya komunitas lokal atau (POKDARWIS)”. (Hasil wawancara MD, 07Desember
2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Atas Permintaan Setempatdapat disimpulkan bahwa komunitas lokal ikut
serta dalam pengembangan pantai Dato Majene ini baik sebagai patnert kerja sama
dengan pemerintah untuk mendukung tata kelola pantai Dato.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Kepala Seksi

Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Pariwisata mengatakan bahwa :



“Komunitas lokal atau kelompok sadar wisata (POKDARWIS) mereka menawarkan
diri untuk di berikan wewenang dalam ikut serta pengembangan dan pengelolaan
pariwisata yang dibuktikan dengan SK Bupati Majene serta sebagai patnert
pemerintah dalam proses pengembangan wisata”.(Hasil wawancara HR, 07
Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Atas Permintaan Setempatdapat disimpulkan bahwa komunitas lokal ini
menawarkan untuk diberikan wewenang dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato
yang bekerja sama dengan pemerintah yang dibuktikan dengan surat keputusan Bupati
Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni Ketua Komunita
Lokal atau (POKDARWIS) Kelompok Sadar Wisata mengatakan bahwa :

“Sebelum pemerintah masuk dalam mengelola pantai Dato komunitas lokal sudah
hadir untuk mengelola pantai Dato,namun secara regulasi pemerintah belum
resmi, dan pada tanggal 24 oktober 2018 dengan surat keputusan Bupati Majene
telah memberikan SK kepada kami sebagai bahan pertimbangan untuk ikut serta
dalam pengelolaan dan pengembangan pantai Dato serta membantu pemerintah
dalam hal ini dinas pariwisata ”.

(Hasil wawancara HN, 07 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Atas Permintaan Setempat dapat disimpulkan bahwa sebelum pemerintah
masuk untuk mengelolah pantai Dato komunitas lokal beserta masyarakat lokal sudah
hadir untuk menegelolah pantai Dato, Namun sering berjalannya waktu pemerintah
masuk dan bekerja sama dengan komunitas lokal yang ada di pantai Dato Majene.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Partisipasi permintaan setempat yang saya lihat ada beberapa yang dilakukan
oleh masyrakat di sekitaran Dato,seperti contonya mereka meninginginkan untuk



lahan parkir itu dikelolah oleh masyarakat sekitaran pantai Dato dengan alasan
lahan itu tanah mereka”.(Hasil wawancara LN, 08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Atas Permintaan Setempatdapat disimpulkan bahwa sesuai dengan
kesepakatan dari pemerintah lahan parker disekitaran pantai Dato dikelola oleh
masyarakat lokal.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Menurut saya partisipasi permintaan setempat atau masyarakat lokal itu perlu
sebagai bahan kepada pemerintah untuk mengetahui pengelolan pantai Dato
seperti pemahaman dari pemerintah tentang pengembangan wisata Dato”(Hasil
wawancara HS, 08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Atas Permintaan Setempatdapat disimpulkan bahwa sebagai bahan kepada
masyarakat secara umum tentang tata kelola pantai Dato yang baik, disisi lain ini akan
berdampak positif kepada masyarakat ketika tetap berlanjut.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Menurut saya partisipasi atas permintaan setempat memiliki banyak dampak
posistif seperti halnya ketika masyarakat merekomendasikan kepada dinas
pariwisata untuk masyarakat lokal membuat kegaiatan-kegiatan yang dampak
menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung di pantai Dato,selain itu
masyarakat juga yang tadinya tidak memiliki pekerjaan atau putus sekolah bisa
membuat lahan-lahan untuk menjual dan segala macamnya”.(Hasil wawancara
RN, 08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Atas Permintaan Setempat dapat disimpulkan bahwa sebagai bahan

pertimbangan masyarakat tentang kegiatan-kegaiatan yang menariki wisatawan untuk



berkunjung di pantai Dato Majene, serta masyarakat juga akan mendapatkan dampak
positif bagi masyarakat.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Partisipasi permintaan setempat saya lihat sudah dilakukan beberapa
masyarakat karna mereka juga membutuhkan itu tetapi dengan adanya aturan
dalam pantai Dato ketika ingin menjual harus melapor ke pemerintah untuk
ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku”.

(Hasil wawancara FF, 08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Atas Permintaan Setempat dapat disimpulkan bahwa sudah dilakukan tetapi
dari segi aturan ketika ingin menjual disekitaran pantai Dato mereka harus malapor ke
dinas pariwisata untuk ditindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada.

Selanjutnya wawancara dengan informan berikutnya yakni masyarakat
mengatakan bahwa :

“Peningkatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan saya sebagai masyarakat
sadar bahwa dalam proses pengembangan wisata masyarakat harus hadir sebagai
teman kerja sama pemerintah,dalam partisipasi permintaan setempat sudah ada
tinggal dikembangkan”.

(Hasil wawancara ML, 08 Desember 2018)

Berdasarkanhasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan aspek
Partisipasi Atas Permintaan Setempatdapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat
dibutuhkan oleh pemerintah untuk patnert kerja sama dalam hal pembinaan masyarakat
lokal secara umum dalam pengelolaan dan pengembangan pantai Dato Majene.

Selanjutya dapat disimpulkan terkait dengan aspek Partisipasi Atas Permintaan
Setempat yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama dilapangan

dapat diketahui bahwa Partisipasi Atas Permintaan Setempat dilakukan oleh masyarakat



sendiri atau komunitas lokal dengan demikian anatara pemerintah dan masyarakat
harus bekerja sama dengan baik dari segi pengelolaan dan pengembangan pantai Dato,

sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada.



A.

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DISBUDPAR Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene dan Komunitas Lokal atau Kelompok

sadar wisata (POKDARWIS) di pantai Dato Majene mengenai partisipasi komunitas lokal

dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato di Kabupaten Majene, maka dari itu peneliti

menyimpulkan:

1.

Patisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato sudah
dijalankan dengan cukup baik tetapi segi keberhasilan dan bentuk partisipasi
belum optimal yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil
penelitian yang telah dilakukan yang dimana dari segi partisipasi harta benda
belum ada dari masyarakat secara umum maupun masyarakat lokal disekitar
pantai Dato Majene, karena yang masyarakat tahu bahwa untuk pembiayaan
dalam pengelolaan pantai Dato sudah ada dana dari kementrian, tetapi
Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai yang lain telah
dijalankan oleh Komunitas Lokal atau Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS)
serta masyarakat sekitar pantai Dato seperti partisipasi buah pikiran, partisipasi
tenaga, partisipasi keterampilan dan kemahiran, partisipasi sosial. Yang menjadi
titik sentral sehingga tidak optimalnya partisipasi masyarakat secara umum
adalah karena minimnya kesadaran yang dimiliki, tata kelola pengelolaan
parawisata belum sepenuhnya di pahami oleh masyarakat secara umum serta

masi terdapat masyarakat lokal yang mengabaikan regulasi yang suda ditetap



oleh Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Parawisata tentang penyamaan
retribusi pantai Dato.

2. Pendekatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai Dato
sudah dijalangkan namun dari segi optimalnya belum, Hal ini dibuktikan sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dari beberapa partisipasi yang ada
seperti, Partisipasi pasif dan pelatihasn informasi, sesi dalam partisipasi aktif,
partisipasi keterikatan, dan partisipasi atas permintaan setempat belum optimal
sepenuhnya dikarenakan dari segi partisipasi pasif dan pelatihan informasi
terkadang masyarakat terkendala untuk menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi dengan baik di sekitar pantai Dato Majene. Pelatihan-pelatihan
tentang infomasi dan teknologi masi dibutuhkan oleh masyarakat untuk
pengembangan pariwisata pantai Dato Majene.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DISBUDPAR Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene dan Komunitas lokal atau kelompok
sadar wisata (POKDARWIS) pantai Dato mengenai partisipasi komunitas lokal dalam
pengelolaan pariwisata pantai Dato di Kabupaten Majene. dan melihat permasalahan
yang terjadi, maka dari itu peneliti menyarankan:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Majene perlu melakukan kajian berbagai
kebijakan, Sistem strategi kelembagaan, dan proram pengelolaan pariwisata
yang sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi
kelembagaan, dan proram telah memenuhi harapan masyarakat dalam
komunitas dan apakahperlu didesain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil

yang lebih baik.



2. Bagi DISBUDPAR Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene untuk
lebih mengoptimalkan pengelolaan yang berbasis budaya lokal, kesehatan dan
kelestarian lingkungan sekitar yang tidak mengganggu habitat yang terdapat di
dalamnya. Selain itu pembenahan fasilitas penunjang pariwisata untuk lebih
diperhatikan dalam menarik dan meningkatkan daya tarik wisatawan.

3. Bagi Komunitas Lokal atau Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) pantai Dato
untuk tetap melaksanakan program-program berdasarkan sasaran strategis
pengelolaan dan arah kebijakan baik dari sisi fisik dan ekologis, teknis, serta sisi
sosial ekonomi dan budaya. Serta melibatkan masyarakat lokal dalam setiap
kegiatan agar supaya masyarakat lokal paham tentang pentingnya pelestarian
pariwisata pantai Dato Majene.

4. Bagi masyarakat lokal agar memberikan partisipasinya atau kontribusinya dalam
setiap pengelolaan pariwisata pantai Dato, entah dari segi pertisipasi buah

pikiran, prtisipasi tenaga, dan partisipasi sosial.
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